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iii



MOTTO
2 0% AT o, oKey ol gk ¥ il 30
Ky i 08 a1 &) Rl gl s K i

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.”
{Q.S. 4 [an-Nisa’]: 29}!

!Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Hikmah (Bandung: Penerbit
Jabal, 2011), h. 83
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini penjelasannya secara berurutan

1.

Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan
Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian
dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan
tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda
sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan

transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
- Ba B Be
o Ta T Te
- Sa § es (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik di
C Ha h bawah)
c Kha Kh ka dan ha
> Dal d De
3 7al 5 Zet (dengan titik di
atas)
B Ra r er
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B Zai z zet
o Sin s es
o Syin sy es dan ye
es (dengan titik di
o2 Sad 3 bawah)
) de (dengan titik di
7 Dad d bawah)
te (dengan titik di
> Ta t bawah)
5 zet (dengan titik di
za z bawah)
. koma terbalik (di
C amn atas)
' Gain e
d g g
< Fa f ef
S Qaf q ki
4 Kaf k ka
J Lam 1 el
¢ Mim m em
) Nun n En
9 Wau w We
2 Ha h Ha

vii




¢ Hamzah ¢ Apostrof
23 Ya y Ye
Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau vokal monofiong dan vokal rangkap atau
diftong.

a.  Vokal Tunggal
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa
tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
- Fathah a a
Kasrah i 1
2 Dammah u u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa

gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
¢ g Fathah dan ya ai adani
3 g Fathah dan wau au adanu
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Contoh:

— Cg kataba
— :}2.; fa'ala
—  J& suila

— G kaifa

—J s> haula

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa
harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai
berikut:

Huruf Nama Huruf Nama
Arab Latin
«© o Fathah dan alif a a dan garis di
""" atau ya atas
& Kasrah dan ya 1 i dan garis di
U atas
’ Dammah dan a u dan garis di
I wau atas
Contoh:
— J ; qala
— & rama

X




— )2 qila
— J }:-’ yaqilu

4. Ta’Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta’Marbutah hidup
Ta’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah,
kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah “t”

b. Ta’Marbutah mati
Ta’ Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu
terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

— JUb i2% raudah al-atfal/raudahtul atfal

)

— :j;ij‘ 4&5.4)) al-madinah al-munawwarah/al

madinatul munawwarah

— il talhah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau
tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu.
X



Contoh:

— Jj: nazzala

— % albirr

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, yaitu J' namun dalam
transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I”
diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang
itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di
depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun
gamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

— B arrajulu

,u/‘a\

al-galamu

—  Ae22) as-syamsu
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— o aljalal
Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun,
hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

no
T\

ta’khuzu
= % )
— {gs  syai'un
— 3 annav’u
— 0 inna

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain
karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh:

27 L

— 55 JJ\ W sge @ f) 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-

\
razigin / Wa innallaha lahuwa
khairurrazigin
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— WLy 5 BGE Al S Bismillahi majreha wa mursaha
Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital
tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan
juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku
dalam EYD, diantarannya huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

— :}.‘:jlﬁ\ <5 ‘/& e Al-hamdu lillahi rabbi al-'alamin
Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
— =) s Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman

ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya
berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

wo . oi%

— =) )3 2 Allaahu gaftirun rahim
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— \;M;; jjﬂY\ & Lillahi al-amru jamT an /Lillahil-

amru jami an
10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam
bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian
pedoman transliterasi Arab Latin ini perlu disertai dengan

pedoman Tajwid.
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ABSTRAK

Hak cipta dalam hukum Islam merupakan hak yang dilindungi sebagai
bagian dari magqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifdhul
mal). Pelanggaran hak cipta dianggap sebagai tindakan yang merusak
dan termasuk dalam kategori dariirat yang harus dicegah. Salah satu
fenomena pelanggaran hak cipta yang marak terjadi adalah penjualan e-
book bajakan di platform marketplace. Shopee, sebagai salah satu
platform marketplace terbesar, telah menerapkan kebijakan untuk
mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta. Namun,
kenyataannya, e-book bajakan masih mudah ditemukan di platform
tersebut. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis upaya perlindungan hukum yang dilakukan marketplace
Shopee dalam mencegah pelanggaran hak cipta, terutama terkait jual
beli e-book bajakan, serta mengkaji upaya tersebut dari perspektif
hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
hukum yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi,
dan studi pustaka. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode
deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait
kebijakan dan pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace Shopee telah
melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran hak cipta melalui
kebijakan pendaftaran dan pengawasan. Namun, efektivitas upaya
tersebut masih terbatas, sehingga e-book bajakan tetap beredar. Dari
sudut pandang hukum ekonomi syariah, meskipun marketplace Shopee
telah berusaha menjaga prinsip hifdhul mal, masih diperlukan perbaikan
kebijakan yang lebih ketat dan komprehensif agar pelanggaran hak
cipta dapat diminimalkan dan pemulihan hak cipta terlaksana dengan
optimal.

Kata Kunci: Hak Cipta, Haq al-Ibtikar, Marketplace
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ABSTRACT

Copyright in Islamic law is a right that is protected as part of maqasid
sharia, especially in safeguarding property (hifdhul mal). Copyright
infringement is considered a destructive act and classified as dartirat
that should be prevented. One widespread phenomenon of copyright
infringement is the sale of pirated e-books on marketplace platforms.
Shopee, as one of the largest marketplace platforms, has implemented
policies to prevent and deal with copyright violations. However, in
reality, pirated e-books are still easy to find on these platforms. Based
on this phenomenon, this research aims to analyze the legal efforts
taken by marketplace Shopee to prevent copyright infringement,
especially regarding the rampant buying and selling of pirated e-
books, as well as examining these efforts from the perspective of sharia
economic law.

This research uses qualitative methods with an empirical juridical legal
approach. Data was obtained through interviews, observation and
literature study. This research was analyzed using qualitative
descriptive methods to provide a comprehensive picture of policies
and their implementation.

The research results show that marketplace Shopee has made various
efforts to prevent copyright infringement through registration and
monitoring policies. However, the effectiveness of these efforts is still
limited, so pirated e-books remain in circulation. From the perspective
of sharia economic law, even though marketplace Shopee has tried to
maintain the principle of hifdhul mal, it still needs to improve stricter
and more comprehensive policies so that copyright violations can be
minimized and copyright restoration can be carried out optimally.

Keywords: Copyright, Haq al-Ibtikar, Marketplace
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KATA PENGANTAR

Alhamdu lillahi rabbil “alamin, segala puji dan syukur
kehadirat Allah Swt. atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sholawat serta
salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw.
yang senantiasa pula kita nantikan syafa'atnya di akhir zaman, sehingga
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul
“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya Perlindungan
Hukum Marketplace Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta (Studi
Kasus Jual Beli £-Book Bajakan di Platform Shopee)” Penulisan skripsi
ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Hak cipta dalam hukum Islam merupakan salah satu bagian
dari magqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifdhul mal).
Pelanggaran hak cipta dianggap sebagai tindakan yang merusak dan
termasuk dalam kategori darirat yang harus dicegah. Salah satu
fenomena pelanggaran hak cipta yang marak terjadi adalah penjualan e-
book bajakan di platform marketplace. Shopee, sebagai salah satu
platform marketplace terbesar, telah menerapkan kebijakan untuk
mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta. Namun,
kenyataannya, e-book bajakan masih mudah ditemukan di platform
tersebut. Kelemahan penerapan kebijakan platform marketplace
Shopee ini menunjukkan kurangnya efektifitas Shopee dalam
melakukan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta yang terjadi di
platformnya. Kegagalan dalam mencegah pelanggaran hak cipta sama
dengan gagal dalam mencegah dariirat, dengan kata lain gagal pula

dalam menegakkan tujuan utama dalam hukum Islam.
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Skripsi ini tidak luput dari pihak yang turut serta memberikan
dorongan serta bantuan kepada kepada peneliti. Dengan ini peneliti
mengucapkan terima kasih kepada rektor Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Sekretaris Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah beserta jajaranya, Serta ucapan terima kasih kepada
Bapak Dr. Supangat M.Ag, dan Bapak Raden Arfan Rifgiawan, M.Si.,
selaku pembimbing I dan II atas arahan serta bimbinganya dalam proses
penelitian skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dan dapat menambah
pengetahuan, wawasan, serta pemahaman sesuai dengan bidang yang
ditekuni. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan berbalas dengan
pahala dari Allah Swt.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat
banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Segala
sesuatu yang baik datangnya dari Allah Swt. dan segala keluputan
ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Oleh sebab itu, penulis
akan selalu menerima segala kritik dan saran yang membangun
berkenaan dengan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat dan
dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan.

Semarang, 07 Agustus 2024
Penulis,

WULAN MUSTIKA SARI
NIM: 2002036067
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah
membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia.
Di era digital, manusia semakin terbantu dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari dengan adanya inovasi teknologi yang
mampu menghadirkan layanan secara cepat dan efisien. Salah satu
perkembangan yang paling mencolok adalah kemunculan
platform marketplace, yang menjadi media transaksi daring untuk
berbagai produk, termasuk buku dalam format digital atau e-book.
Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak
menyediakan sarana yang memudahkan konsumen untuk
mendapatkan akses terhadap informasi dan karya secara cepat dan
mudah.?

Perkembangan ini tidak sepenuhnya memiliki pengaruh
positif, namun juga memiliki dampak negatif, salah satunya yakni
pada maraknya pelanggaran hak cipta melalui sarana digital. Hak
cipta, yang didefinisikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta (UUHC), merupakan hak eksklusif bagi
pencipta atau pemegang hak untuk memperbanyak atau

menggunakan karya mereka dalam bentuk apa pun.

2Josethin Mareta, Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital
(Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2021), h.17.



Di era digital, pelanggaran hak cipta semakin sulit
dikendalikan, terutama dengan maraknya pembajakan e-book
yang dijual di platform marketplace. Data dari Ikatan Penerbit
Indonesia (IKAPI) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih
dari 54% penjualan buku digital bajakan terjadi melalui platform
marketplace selama pandemi COVID-19. Angka ini
menggarisbawahi rentannya karya cipta terhadap pembajakan di
lingkungan digital.®

Pelanggaran hak cipta merupakan masalah serius, tidak
hanya karena melanggar aturan hukum yang berlaku tetapi juga
karena berdampak langsung pada hak ekonomi pencipta. Dalam
UUHC, hak cipta dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak moral dan
hak ekonomi. Hak moral melindungi integritas dan reputasi
pencipta, sementara hak ekonomi memberikan kesempatan bagi
pencipta untuk meraih keuntungan dari karya mereka. Ketika hak
ekonomi dilanggar, seperti dalam kasus e-book bajakan, pencipta
kehilangan sumber pendapatan yang sah, dan hal ini merugikan
industri kreatif secara keseluruhan.*

Dalam konteks hukum Islam, pelanggaran hak cipta juga
merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
Hukum Islam sangat menghargai hak milik individu dan

3“Laporan Hasil Riset Perbukuan Indonesia 2020,” Riset, (April
2020), https://www.ikapi.org/riset/.

“Henlia Peristiwi Rejeki, Iriyanti, dan Dadang Dadang,
“Pelanggaran Hak Cipta Pada Penjualan Buku Hasil Bajakan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Jurnal Surya
Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 10,n0. 1 (21 Juli
2023): h. 52-68.



menganjurkan setiap muslim untuk menjaga hak-hak orang lain.
Hak cipta dalam hukum Islam diakui sebagai hak al-ibtikar, yang
berarti hak eksklusif bagi seorang individu atas ide atau kreativitas
yang diciptakan.®

Konsep ini berakar pada magqasid syariah, yang
menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima hal: agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pelanggaran hak cipta termasuk
dalam pelanggaran terhadap perlindungan harta, yang dianggap
sebagai bagian dari magasid syariah. Dengan demikian,
pembajakan e-book tidak hanya melanggar aturan hukum positif
tetapi juga bertentangan dengan tujuan utama hukum Islam.
Berikut ini merupakan dalil yang membahas mengenai
pentingnya menjaga harta sesama:

vi,d{,&s\fuji'fty S0 G

“Wahai  orang-orang yang  beriman,
janganlah kamu memakan harta sesamamu
dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di
antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

*Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, dan M Taufan, “Hak Cipta

(Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam,” KIIIES 5.0 1 (2022): h. 68—

72.



Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu. ’(Q.S. 4 [an-Nisa’]: 29)°

°
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“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan
yang batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu
dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,

padahal kamu mengetahui” (Q.S. 2 [al-Baqgarah]:
188)’

Ayat ini menegaskan pentingnya menghormati hak milik

orang lain dan melarang mengambil harta orang lain secara tidak

sah. Dalam hal ini, pembajakan e-book dapat dikategorikan

sebagai tindakan mengambil harta secara batil, yang dilarang
dalam Islam. Selain itu, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW.

Bersabda:
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®Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Hikmah, h. 83.
"Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Hikmah, h. 29.
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"Aku diperintahkan untuk memerangi
manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada
ilah  kecuali Allah dan Muhammad adalah
utusanNya, mendirikan shalat, menunaikan zakat,
apabila mereka telah melakukan hal-hal tersebut
maka darah dan harta mereka mendapatkan
perlindungan dariku, kecuali karena hak-hak
Islam, sedangkan hisabnya atas Allah”. (HR.
Bukhari dan Muslim dari kitab Mishkat Al-
Mashabih)?

Pelanggaran hak cipta yang terus meningkat
membutuhkan upaya lebih tegas untuk mengatasi masalah ini.
Shopee, sebagai salah satu platform marketplace terbesar di
Indonesia, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hak
cipta. Sebagai platform digital, marketplace Shopee memberikan
kesempatan kepada pihak ketiga untuk menjual produk mereka,
termasuk buku digital. Namun, tanpa regulasi yang ketat dan
pengawasan yang efektif, platform ini rentan menjadi sarana bagi
pelaku pembajakan untuk memperdagangkan e-book bajakan.
Penting untuk menganalisis bagaimana marketplace Shopee telah
dan dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak cipta
serta mengurangi praktik pembajakan e-book.

8Muhammad ibn ‘Abd Allah Khatib Al-Tabrizi, Mishkat Al-

Masabih (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012). h. 11.

®Rejeki, Iriyanti, dan Dadang, “Pelanggaran Hak Cipta.” h. 52-68.



Meskipun banyak penelitian yang membahas
pelanggaran hak cipta di dunia digital, khususnya terkait dengan
pembajakan e-book yang terjadi di platform marketplace, masih
terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penelitian yang
menghubungkan upaya perlindungan hak cipta dengan prinsip
hukum ekonomi syariah. Beberapa studi telah mengkaji
perlindungan hak cipta dalam hukum positif, tetapi belum banyak
yang membahas bagaimana upaya hukum di platform
marketplace seperti Shopee dapat disesuaikan dengan prinsip-
prinsip syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan
perlindungan hak milik. Oleh karena itu, penelitian ini akan
mengisi gap tersebut dengan menganalisis upaya perlindungan
hukum hak cipta pada Shopee dalam konteks hukum ekonomi
syariah.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji upaya perlindungan
hukum yang dilakukan oleh marketplace Shopee dalam
menangani penjualan e-book bajakan di platform mereka, serta
kesesuaian upaya tersebut dengan prinsip-prinsip dalam hukum
ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan yang konstruktif untuk pengembangan kebijakan
platform marketplace Shopee dalam menangani pelanggaran hak
cipta, serta dapat menjadi acuan bagi platform marketplace
lainnya dalam memperkuat perlindungan terhadap hak cipta dan
menciptakan ekosistem yang lebih adil dan aman bagi semua
pihak.



Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul “Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya Perlindungan Hukum

Marketplace Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta (Studi
Kasus Jual Beli E-Book Bajakan di Shopee).”

B.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka

penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1.

D.

Bagaimana upaya perlindungan hukum platform marketplace
Shopee dalam mencegah pelanggaran terhadap hak cipta?

. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap

upaya perlindungan hukum platform marketplace Shopee
dalam mencegah pelanggaran hak cipta penjualan e-book

bajakan?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum platform

marketplace Shopee dalam mencegah pelanggaran terhadap

hak cipta.

. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah

terhadap upaya perlindungan hukum platform marketplace
Shopee dalam mencegah pelanggaran atas hak cipta pada

penjualan e-book bajakan.

Manfaat Penelitian
Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas

tercapai, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara



teoretis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoretis
dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dalam bidang hukum ekonomi syariah, serta dapat
memperkaya referensi terkait dengan kajian mengenai hukum
atas hak cipta khususnya mengenai perkara pembajakan yang
kerap terjadi, selain itu diharapkan pula karya ini dapat
dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah
sumbangan wacana pemikiran kepada praktisi, akademisi
institusi, serta masyarakat umum dalam hal berkaitan dengan
transaksi penjualan produk yang memiliki hak cipta beserta
hukum yang berlaku atasnya, terutama terhadap transaksi yang
terjadi pada platform-platform marketplace yang saat ini telah
berkembang dan menjadi bagian dalam kehidupan

bermuamalah.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan kajian terhadap pustaka yang
memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti untuk
mendukung penelaahan yang komprehensif. Dari hasil
penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan hasil penelitian



yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti,

diantarannya sebagai berikut:

1) Skripsi yang disusun oleh Muhammad Rizki dengan judul
“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian
Jual Beli E-Book Melalui Jaringan Elektronik” Universitas
Sriwijaya 2023.1° Persamaan antara karya ini dan penelitian
yang akan penulis tulis adalah keduanya sama-sama
membahas mengenai perlindungan hukum dalam jual beli
e-book. Sedangkan perbedaan keduanya ialah karya ini
berfokus pada perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para
pihak, serta penelitian dalam karya ini ditinjau dengan
hukum positif mengenai sistem jual beli secara elektronik,
adapun penelitian yang akan diteliti oleh penulis akan
berfokus pada upaya perlindungan hukum atas pencegahan
pelanggaran hak cipta dalam jual beli e-book, selain itu pada
penelitian ini akan meninjau upaya pencegahan pelanggaran
hak cipta melalui hukum Islam.

2) Skripsi yang disusun oleh Reni Deska Sari dengan judul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang
Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
Pasal 28 Ayat (1) Tentang Jual Beli E-Book Berbayar
Berjangka Waktu” Universitas Islam Negeri Raden Intan

©¥Muhamad Rizki, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam
Perjanjian Jual Beli E-Book Melalui Jaringan Elektronik™ (Skripsi,
Universitas Sriwijaya, 2023).



10

2020.1! Persamaan antara karya ini dan penelitian yang akan
penulis tulis adalah keduanya sama-sama membahas
mengenai jual beli e-book, dan analisis hukum penjualannya
dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan perbedaan
keduanya ialah penelitian penulis akan berfokus kepada
upaya perlindungan hukum atas pencegahan pelanggaran
hak cipta dalam jual beli e-book melalui platform
marketplace, sedangkan pada karya ilmiah ini berfokus
pada analisis hukum Islam terhadap transaksi elektronik
pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik.

3) Skripsi yang disusun oleh Intan Rizqi Amalia dengan judul
“Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan
Hak Cipta di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Brand
Eracloth.Id)” Universitas Islam Negeri Walisongo 2022.%2
Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang
akan penulis tulis, yakni sama-sama membahas mengenai
perlindungan hak cipta pada media/platform elektronik
yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sedangkan

perbedaannya adalah bahwa penelitian ini tidak berfokus

UReni Deska Sari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-
Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal
28 Ayat (1) Tentang Jual Beli E-Book Berbayar Berjangka Waktu”
(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).

?[ntan Rizqi Amalia, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap
Perlindungan Hak Cipta Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Brand
Eracloth.Id)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang,
2022).
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pada upaya pencegahan dari pihak penyedia jasa
elektroniknya melainkan pada perlindungan terhadap
produk karya cipta dari pandangan hukum ekonomi syariah,
sedangkan penelitian yang akan penulis teliti akan berfokus
pada upaya perlindungan hukum pihak penyedia jasa
elektronik dalam mencegah jual beli e-book bajakan di
platformnya, yang kemudian ditinjau dari pandangan
hukum ekonomi syariah.

4) Jurnal yang disusun oleh Muhamad Firhan Fauzan dengan
judul “Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Marketplace
Terhadap Perdagangan software Bajakan Berdasarkan PP
No. 80 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Transaksi
Melalui Sistem Elektronik”,** dalam penelitian ini terdapat
persamaan antara penelitian yang akan penulis tulis yakni
keduanya sama-sama membahas mengenai perdagangan
produk bajakan yang terjadi pada marketplace, namun
keduanya memiliki perbedaan yakni pada jurnal ini
pembahasan dimaksudkan untuk ditinjau dari perspektif
hukum positif, sedangkan penulis akan meninjau
pembahasan melalui perspektif Hukum Islam, selain itu
pada jurnal ini objek penelitian adalah pada jual beli
software bajakan, sedangkan pada penelitian ini akan

Muhamad Firhan Fauzan, Neni Sri Imaniyati, dan Asep Hakim,
“Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Marketplace terhadap Perdagangan
Software Bajakan Berdasarkan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Transaksi Melalui Sistem Elektronik,” Bandung
Conference Series: Law Studies 2, no. 1 (2022): h. 737-43.
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difokuskan pada jual beli e-book bajakan yang terjadi pada
platform marketplace.

5) Jurnal yang disusun oleh Helena Lamtiur Simangunsong
dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap
Pembajakan Karya Sastra Novel Versi e-book di
Tokopedia”** terdapat persamaan antara jurnal tersebut
dengan penelitian yang akan penulis tulis yakni keduanya
sama-sama membahas mengenai perlindungan hak cipta
atas jual beli e-book bajakan yang terjadi pada salah satu
platform marketplace, perbedaan keduanya adalah jurnal ini
bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta
serta upaya penegakan hukumnya apabila terjadi
pelanggaran hak cipta pada platform marketplace
berdasarkan ketentuan hukum positif, sedangkan penelitian
yang akan penulis teliti merupakan penelitian yang akan
berfokus dan bertujuan untuk meninjau upaya perlindungan
hukum platform marketplace terhadap pencegahan
pelanggaran hak cipta jual beli e-book bajakan, dari
perspektif hukum positif maupun hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya
karena memiliki fokus utama pada analisis upaya yang

dilakukan oleh platform marketplace, baik secara preventif

1“Helena Lamtiur Simangunsong, Budi Santoso, dan Anggita
Doramia Lumbanraja, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan
Karya Sastra Novel Versi E-Book Di Tokopedia,” NOTARIUS 13, no. 2
(11 Agustus 2020): h. 442-54.
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maupun represif, dalam mencegah dan menangani
pelanggaran hak cipta terkait jual beli e-book bajakan.
Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak
membahas perlindungan hak cipta dari sudut pandang
perjanjian jual beli, transaksi elektronik secara umum, atau
perlindungan karya cipta secara luas, penelitian ini lebih
spesifik dalam mengkaji langkah-langkah yang dilakukan
marketplace untuk mencegah terjadinya pelanggaran, seperti
pengawasan, aturan internal, dan edukasi kepada pengguna.
Selain itu penelitian ini menganalisis tindakan yang diambil
oleh marketplace dalam menangani pelanggaran yang telah
terjadi, seperti penghapusan konten ilegal atau sanksi
terhadap pengguna.

Penelitian ini menggunakan kombinasi pendekatan
hukum positif dan hukum ekonomi syariah untuk
memberikan analisis yang komprehensif terhadap langkah
preventif dan represif yang dilakukan oleh marketplace.
Selain itu penelitian ini akan menyoroti permasalahan hak
cipta yang terkait dengan jual beli e-book bajakan di platform
marketplace, suatu topik yang belum secara mendalam
dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-doktrinal

atau riset sosio-legal untuk mengkaji permasalahan
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hukum terkait pelanggaran hak cipta e-book bajakan di
platform marketplace. Metode ini memungkinkan penulis
untuk memadukan analisis hukum dengan pendekatan

empiris yang melibatkan data-data dari lapangan.

b. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris
untuk mengkaji permasalahan pelanggaran hak cipta e-
book bajakan di platform marketplace. Pendekatan yuridis
empiris merupakan metode penelitian hukum yang tidak
hanya berfokus pada analisis norma hukum yang tertulis,
tetapi juga mempelajari bagaimana hukum diterapkan dan
berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis
peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hak
cipta dan tanggung jawab platform marketplace, termasuk
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta serta regulasi terkait transaksi elektronik lainnya.
Kajian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum yang
menjadi acuan bagi marketplace dalam mencegah
pelanggaran hak cipta.
2. Sumber Data.
1) Data Primer
Data Primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal
ini data primer dalam penelitian ini adalah

Kebijakan atau aturan internal platform marketplace



15

yang terkait dengan hak cipta, hasil dari wawancara,
dan observasi partisipatif.
2)Data Sekunder
Merupakan  sumber yang tidak  langsung
memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal
ini sumber data sekunder adalah bersumber dari
Dalil-dalil al-Qur’an dan hadis tentang hak,
Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Fatwa-
Fatwa tentang hak cipta, Kajian haq al-ibtikar dalam
fikih muamalah, buku-buku referensi, jurnal, tesis,
skripsi, dan laporan hasil penelitian yang terkait
dengan judul penelitian.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh
penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam
penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Wawancara merupakan komunikasi interaksi
secara verbal yang dilakukan oleh dua orang dengan
maksud mendapatkan informasi dari salah satu pihak
yang terkait objek tertentu. Dalam penelitian ini
wawancara akan dilakukan kepada customer service
dan pembeli e-book bajakan pada platform
marketplace Shopee.
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b. Observasi.

Observasi dalam penelitian ini menggunakan
jenis observasi partisipatif, di mana pengumpulan data
dilakukan secara aktif oleh penulis dengan turut serta
dalam kegiatan pencarian informasi di platform
marketplace. Penulis berperan sebagai pengamat
langsung yang berinteraksi dengan objek penelitian,
dalam hal ini platform marketplace Shopee, untuk
memahami secara mendalam bagaimana proses jual
beli e-book bajakan berlangsung. Penulis dalam hal ini
tidak hanya mengamati, tetapi juga melakukan
eksplorasi terhadap fitur-fitur platform untuk
mendapatkan data yang relevan.

¢. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan.

Studi  kepustakaan dalam penelitian ini
dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur
yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel
mengenai hak cipta, hukum ekonomi syariah, serta
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan transaksi elektronik dan perlindungannya di
platform digital. Selain itu, dokumentasi yang
digunakan meliputi kebijakan dan prosedur yang
diterapkan oleh marketplace Shopee terkait
pelanggaran hak cipta, termasuk syarat dan ketentuan
penggunaan platform serta kebijakan yang
menjelaskan langkah-langkah preventif dan represif
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terhadap penjualan e-book bajakan. Sumber data ini
akan membantu menganalisis bagaimana platform
marketplace menangani pelanggaran hak cipta serta
memahami kesenjangan kebijakan yang ada dalam
melindungi hak cipta pada ranah digital.

G. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk menyusun dan
menganalisis data secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan
yang jelas. Berikut adalah implementasi tahapan analisis dalam
penelitian ini:
1. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data
kasar yang muncul dari data-data lapangan. Dalam tahap ini,
data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi
kepustakaan akan diseleksi dan difokuskan pada informasi
yang relevan dengan upaya pencegahan pelanggaran hak cipta
oleh platform marketplace Shopee, serta peran hukum
ekonomi syariah dalam perlindungannya. Data yang tidak
relevan akan dihilangkan pada tahapan ini, dan informasi
penting akan disederhanakan serta difokuskan untuk
memudahkan analisis lebih lanjut.
2. Penyajian Data
Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk naratif

pada tahapan ini, di mana hasil wawancara dengan responden,
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hasil observasi di platform marketplace Shopee, serta temuan
dari studi kepustakaan akan disusun secara terstruktur.
Penyajian data ini akan menggunakan deskripsi yang jelas dan
mudah dipahami, menggambarkan berbagai temuan terkait
kebijakan marketplace Shopee dalam mencegah pelanggaran
hak cipta serta penerapan hukum ekonomi syariah pada
kebijakan tersebut.
. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data disajikan, pada tahapan ini kesimpulan akan
ditarik berdasarkan analisis terhadap data yang ada.
Kesimpulan ini akan mengidentifikasi temuan utama dari
penelitian mengenai upaya pencegahan dan perlindungan hak
cipta oleh platform marketplace Shopee serta kesesuaiannya
dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penarikan kesimpulan
akan dilakukan secara jelas, menggunakan bahasa yang mudah
dimengerti, dengan menghindari kerumitan agar pembaca

dapat memahami dengan baik hasil penelitian ini.

. Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk dapat memahami penelitian skripsi secara
keseluruhan, maka pokok pembahasan dalam penelitian ini
disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:
BAB I: Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian

serta sistematika penelitian.
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BAB 1II: Teori Perlindungan Hak Cipta E-Book Pada
Platform Digital
Bab ini berisi landasan teori tentang hak cipta dalam hukum
positif dan hukum Islam yang terdiri dari pengertian hak cipta,
dasar hukum hak cipta, pelanggaran hak cipta dan
perlindungannya di era digital, serta membahas tentang e-book,
dan platform marketplace.

BAB III: Upaya Perlindungan Hukum Platform
Marketplace Shopee Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta.
Bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian yang terdiri dari
profil platform marketplace Shopee, praktik jual beli e-book
bajakan di platform marketplace Shopee, dan upaya
perlindungan hukum platform marketplace Shopee dalam
pencegahan pelanggaran hak cipta jual beli e-book bajakan.

BAB IV: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Upaya Perlindungan Hukum Platform Marketplace Shopee
Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta Jual Beli e-book
Bajakan.

Bab ini akan berisi analisis hasil penelitian tentang
upaya perlindungan hukum platform marketplace Shopee
dalam mencegah pelanggaran terhadap hak cipta pada jual beli
e-book bajakan di marketplace Shopee, serta analisis hukum
ekonomi syariah terhadap upaya perlindungan hukum tersebut.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang

kesimpulan, saran-saran, dan penutup.
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BAB 11
TEORI PERLINDUNGAN HAK CIPTA E-BOOK
PADA PLATFORM DIGITAL

A. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh
pencipta, mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hal ini
dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, yang menyebutkan bahwa hak eksklusif hanya
diperuntukkan bagi pencipta, sehingga pihak lain tidak dapat
memanfaatkannya tanpa izin."® Hak ini memberikan kontrol
penuh kepada pencipta atas karyanya. Pengertian hak cipta
dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 1 butir 1 UUHC sebagai berikut:

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah
suatu ciptaan diwwjudkan dalam bentuk nyata tanpa
mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta mencakup dua
jenis, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Mengenai kedua hak
tersebut, yang pertama adalah hak moral (moral right). Hak moral
merupakan bagian dari hak eksklusif yang melekat pada pencipta,
sehingga hanya pencipta yang memiliki hak tersebut. Hak moral
ini bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari pencipta.

Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014.
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Hak ini melekat secara permanen, tidak dapat dihilangkan dengan

alasan apa pun, bahkan jika hak cipta telah dialihkan. Selain itu,

hak moral tidak berhubungan dengan kesusilaan atau etiket,

melainkan dengan keterikatan yang erat antara ciptaan dan

penciptanya.®

Pengakuan dan pengaturan hak moral pencipta telah

diatur sejak tahun 1982 dalam undang-undang hak cipta. Saat ini,
hak moral tersebut diatur kembali dalam Pasal 5 UU No. 28 Tahun
2014. Berdasarkan ketentuan ini, pencipta suatu karya cipta

berhak atas hak moral, yang mencakup:

a.)

b))

c.)

d.)
e)

Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan

sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk

umum;

Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam

masyarakat;

Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

Mempertahankan haknya dalam hal terjadi:

1.) Distorsi ciptaan (tindakan pemutarbalikan suatu
fakta atau identitas ciptaan);

2.) Mutilasi ciptaan (proses atau tindakan
menghilangkan sebagian ciptaan);

3.) Modifikasi ciptaan (pengubahan ciptaan; atau

¥Rachmadi Usman, Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual
(Jakarta: Kencana, 2021), h. 45.
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4.) Hal yang bersifat merugikan kehormatan diri

atau reputasi penciptanya.

Menurut Pasal 6 dan 7 UUHC, untuk memberikan

perlindungan hak moral pencipta, pencipta dapat menggunakan

sarana teknologi informasi yang dilarang untuk dihilangkan,

diubah, atau dirusak, melalui:'’

1.

Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi
tentang metode atau sistem yang dapat
mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan
penciptanya dan kode informasi dan kode akses;
Informasi elektronik hak cipta, meliputi informasi
tentang suatu ciptaan, yang muncul dan melekat
secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan
pengumuman ciptaan; nama pencipta, aliasnya atau
nama samarannya; pencipta sebagai pemegang hak
cipta; masa dan kondisi penggunaan ciptaan; nomor;
dan kode informasi.

Hak kedua dalam hak cipta adalah hak ekonomi, yang

memberikan hak eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi

dari ciptaan. Hak ekonomi ini dimiliki oleh pencipta dan

pemegang hak cipta. Bagi pemegang hak cipta yang bukan

pencipta, merecka hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif

berupa hak ekonomi. Baik pencipta maupun pemegang hak cipta

17Pasal 6 dan 7 UU No. 28 Tahun 2014.
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memiliki hak untuk mengeksploitasi karya mereka dan
memanfaatkan potensi ekonomi dari ciptaannya.8

Hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegang
haknya hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya
dalam periode waktu tertentu. Manfaat ekonomi ini bisa
didapatkan melalui berbagai cara, seperti pertunjukan (performing
rights), reproduksi (mechanical rights), atau penjualan karya
tersebut. Selain itu, manfaat ekonomi juga dapat diperoleh dari
imbalan yang diterima oleh pencipta atau pemegang hak sebagai
hasil dari izin atau persetujuan yang diberikan kepada pihak lain.*°

Hak ekonomi ini diatur secara rinci dalam Pasal 9 UU
Hak Cipta yang menyatakan sebagai berikut:?

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk
melakukan:

a.  Penerbitan ciptaan;

b.  Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

c.  Penerjemahan ciptaan;

d.  Pengadaptasian, pengaransemenan,
pentransformasian ciptaan,

Pendistribusian ciptaan atau salinannya;

Pertunjukan ciptaan;

g.  Pengumuman ciptaan,

1)

BHarry Randy Lalamentik, “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait
(Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan
Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014,” Lex Privatum 6, no.
6 (Agustus 2018). h. 12-19.

L alamentik, “Kajian Hukum.” h. 12-19

DPasal 9 UU No. 28 Tahun 2014.
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h.  Komunikasi ciptaan; dan
i.  Penyewaan ciptaan.

(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta.

(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta dilarang  melakukan
Penggandaan  dan/atau  Penggunaan  Secara
Komersial Ciptaan.

Hak ekonomi sering kali disamakan dengan hak
eksploitasi, karena hak cipta memberikan periode waktu tertentu
bagi pencipta untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi dari karya
cipta mereka. Kedudukan hak ekonomi ini sejajar dengan hak
moral yang dimiliki pencipta dalam hubungannya dengan
ciptaannya.

B. Konsep Hak Cipta Dalam Islam

Hak cipta dalam konteks Islam kontemporer dikenal
dengan istilah haq al-ibtikar. Dalam konsep haq al-ibtikar (hak
cipta), kata "hag" merujuk pada kewenangan atau kepemilikan
atas karya cipta yang baru diciptakan (al-ibtikar).?* Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak
eksklusif'yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau  memperbanyak ciptaannya, atau
memberikan izin untuk itu, dengan tetap memperhatikan

ZNursania Dasopang, “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar)
Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam,” Islamida 1, no. 2 (2023). h.
94-108.
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pembatasan-pembatasan yang diatur dalam perundang-undangan
yang berlaku.?? Pengertian hak cipta dalam fatwa ini merujuk pada
regulasi undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia.?®

Hak cipta mencakup hak ekonomi (haq al-igtishadi) dan
hak moral (hag al-adabi). Terkait dengan hak ekonomi, setiap
pencipta karya berhak memperoleh imbalan materi dari
ciptaannya. Hal ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh
Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, yang menyatakan
bahwa hak cipta adalah serangkaian keistimewaan yang dimiliki
oleh penulis atau pengarang, yang dapat dihargai dalam bentuk
uang.?*

Terkadang, hak cipta disebut juga sebagai hak abstrak,
hak kepemilikan atas karya seni atau sastra, atau hak-hak
intelektual. Hak ini juga merujuk pada nilai komersial dari tulisan
atau karya tersebut, yang dibatasi oleh kualitas dan keuntungan
komersial yang dapat diperoleh melalui penerbitan dan
komersialisasi karya tersebut. Adanya hak ekonomi ini
menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kendali penuh atas
ciptaannya, sehingga ia berhak mendapatkan manfaat baik

materiil maupun moral dari karya yang diciptakannya.?

2Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Nomor: I/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) (Jakarta, 2005).

Z3Haris, Akbar, dan Taufan, “Hak Cipta (Copyright).” h. 68-72.

2ASutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta,” Mizan:
Journal of Islamic Law 5,no. 1 (18 Juni 2021): h. 1-16.

®Haris, Akbar, dan Taufan, “Hak Cipta (Copyright).” h. 68-72.
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Selain hak ekonomi, terdapat hak moral (haq al-adabi)
yang menjadi tanggung jawab setiap pencipta karya. Pencipta
berhak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal
i telah lama diakui dalam tradisi keilmuan Islam, bahkan
dianggap sebagai bagian dari keberkahan ilmu, seperti yang
disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam mukadimah tafsirnya.
Lebih lanjut, Usamah Muhammad Usman Khalil dalam
makalahnya menyatakan bahwa hak cipta merupakan bagian dari
hak kekayaan intelektual (al-milkiyyah al-fikriyyah), yaitu hak
yang dimiliki sesecorang atas karya tulisnya dalam berbagai
bentuk. Masjfuk Zuhdi juga menjelaskan bahwa hak cipta adalah
hasil dari kemampuan berpikir seseorang dan dikenal pula dengan
istilah al-milkiyyat al-fikriyyah.?

Sementara dalam dunia penerbitan buku, hak cipta yang
dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah hugiiq at-taba’ (hak
cetak), haq at-tauzi’ (hak distribusi), dan haq an-nasyr (hak
penerbitan). Semua hak ini merupakan bagian dari hak cipta yang
diperoleh oleh penulis atau pengarang atas karya tulis yang
pertama kali mereka buat. Hak cipta mencerminkan hubungan
khusus yang diakui dalam syarak antara pencipta atau pemegang
hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil intelektual penciptanya
yang terwujud dalam ciptaan baru. Dengan hubungan tersebut,

pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk

BMasjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah: Kapita Selekta Hukum Islam
(Jakarta: CV Haji Masagung, 1994). h. 211.



28

memanfaatkan abstraksi pemikiran tersebut secara bebas, dengan
tetap mematuhi ketentuan syarak.?’

Jika dikaitkan dengan sebab-sebab yang mendasari
keberadaan sebuah hak, hak cipta muncul sebagai akibat dari
usaha dan kesungguhan seorang pencipta dalam menciptakan
sebuah karya. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi
seseorang. Dalam Q.S. an-Nisa’ ayat 29 dan QS. al-Baqgarah ayat
188 disebutkan:

2z oS0 gl Y gl sl it

L,w‘yj(.{wup\ﬁu; t;ujﬁww\ym
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil
(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar
suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [an-Nisa’]: 29)?®

¢L§;\ J\u\jmjymr{;::;ﬂyu NEg AN
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“Dan janganlah sebahaglan kamu memakan harta
sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan

2'Dasopang, “Hak Kekayaan Intelektual.” h. 94-108
K ementrian Agama RI, Mushaf Al-Hikmah, 83.
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yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui.” (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 188)*

Dalam Tafsir al-Jalalain karya Jalaluddin al-Mahalli dan
Jalaluddin as-Suyuthi tafsir mengenai ayat 188 al-Baqarah
tersebut di atas adalah sebagai berikut:

“(Dan janganlah kamu memakan harta sesama
kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan
harta sebagian yang lain (dengan jalan yang
batil), misalnya dengan mencuri, mengintimidasi
dan lain-lain, dan janganlah kamu ajukan urusan
harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang
suap agar kamu dapat memakan sebagian atau
sejumlah harta manusia yang bercampur dengan
dosa, padahal kamu mengetahui bahwa kamu

berbuat kekeliruan”.*°

Sementara Nabi Muhammad Saw juga melarang setiap
muslim memakan harta saudaranya dengan cara yang batil. Dari

Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah Saw. Bersabda:

K ementrian Agama RI, Mushaf Al-Hikmah. 29.

%Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, Terjemah Tafsir
Jalalain,  trans. oleh  As’ad Aliy (Yogyakarta, 1986),
https://www.alkhoirot.org/2022/12/tafsir-quran-surah-ke-2-al-
baqarah.html.
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Dari Ibnu Umar ra, sesungguhnya Rasulullah
Saw. bersabda: "Aku diperintahkan untuk
memerangi manusia hingga mereka bersaksi
bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan
Muhammad adalah  utusan-Nya, mendirikan
shalat, menunaikan zakat, apabila mereka telah
melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta
mereka mendapatkan perlindungan dariku, kecuali
karena hak-hak Islam, sedangkan hisabnya atas
Allah”. (HR Bukhari dan Muslim dalam kitab
Mishkat Al-Masabih)*

Hak cipta akan diakui apabila memenuhi unsur-unsur
yang telah ditentukan. Pertama, alasan kepemilikan hak cipta.
Seorang pencipta yang dengan kesungguhan, ketekunan, dan
keilmuan menciptakan sebuah karya yang bermanfaat bagi umat
manusia, menjadikan usahanya sebagai amalan yang sangat
mulia. Oleh karena itu, wajar jika dia memperoleh hasil dari karya

ciptaannya. Proses menciptakan karya cipta ini merupakan salah

31Al-Tabrizi, Mishkat. h. 11.
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satu alasan kepemilikan, yang bisa disamakan dengan bekerja (al-
‘amal) atau dengan menghasilkan sebuah produk (as-sina’ah).*

Kedua, pemanfaatan hak cipta. Dalam Islam, hak cipta
sebagai hak eksklusif pemilik karya cipta juga mencakup hak
sosia.  Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa Islam
memperbolehkan  setiap individu untuk memiliki hak
kepemilikan, bahkan jika individu tersebut menjadi sangat kaya,
asalkan ia memperoleh kekayaannya dengan cara yang halal.
Selama proses pencarian harta tersebut sesuai dengan hukum
Islam, yakni dengan cara yang halal, menginfakkannya di jalan
Allah, tidak membelanjakan pada hal yang haram, tidak
berlebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak orang
lain, dan tidak menzalimi pihak lain, maka tidak ada masalah.
Oleh karena itu, pemanfaatan hak cipta dalam Islam harus sejalan
dengan tujuan hukum Islam.*®

Ketiga, pertanggungjawaban hak cipta. Dalam Islam,
ruang lingkup hak cipta mencakup dua dimensi, yaitu dimensi
dunia dan dimensi akhirat, yang juga meliputi
pertanggungjawabannya. Pemilik hak cipta akan diminta
pertanggungjawaban atas setiap detail karya ciptanya, baik di
dunia maupun di akhirat. Dimensi dunia berhubungan dengan
manfaat karya cipta tersebut bagi masyarakat, sejauh mana karya
tersebut memberikan kebaikan dan manfaat. Sedangkan dimensi
akhirat berkaitan dengan dampak karya cipta tersebut terhadap

32Sutisna, “Pandangan Hukum Islam.” h. 1-16.
3Sutisna, “Pandangan Hukum Islam.” h. 1-16.
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kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak menimbulkan
kerusakan atau mudarat. Semua ini akan dipertanggungjawabkan
oleh pemilik hak cipta, baik oleh pencipta maupun oleh pihak
yang memperoleh hak cipta tersebut.*

Hak cipta termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan
dan dalam Islam dianggap sebagai bagian dari hugiiq al-maliyyah
(hak kekayaan), karena hak ini berkaitan dengan kekayaan yang
berbentuk kewenangan atas suatu benda tertentu. Selain itu, hak
cipta juga melekat pada benda yang menjadi media
penuangannya, seperti buku. Para ulama sepakat bahwa buku
merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang, yang dapat dijual,
disewakan, atau digadaikan sesuai dengan hak pemiliknya..®

Perlindungan atas haq al-ibtikar merupakan salah satu
bentuk menjaga ad-darariyyat al-khamsah (lima kebutuhan
pokok), yaitu menjaga harta (hifzu al-mal), yang menjadi salah
satu tujuan utama syariah Islam (magqasid asy-syari‘ah) dalam
menjaga kemaslahatan. Lima kebutuhan pokok tersebut meliputi
menjaga agama (hifzu ad-din), menjaga jiwa (hifzu an-nafs),
menjaga akal (hifzu al-‘aql), menjaga harta (hifzu al-mal), dan
menjaga keturunan (hifzu an-nasl).%®

34Sutisna, “Pandangan Hukum Islam.” h. 1-16.

BAgus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam,” 4/
Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial dalam Islam 3, no. 5
(2015). h. 247-274.

%Ade Hidayat, “Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan
Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia,” ADLIYA:
Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 8, no. 1 (29 Mei 2020): h. 163-84.



33

Dr. Wahbah az-Zuhaily, salah satu ulama besar di era
kontemporer, telah mengeluarkan fatwa terkait hak cipta. Fatwa
tersebut tercantum dalam kitab Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu,
berikut petikan fatwa yang beliau tuliskan:*’

adapun hak penulis yang masuk dalam
ganun baru yang juga hak adabi adalah hak yang
dilindungi dalam pandangan saya secara syariah,
atas dasar kaidah istishlah atau mashlahah al-
mursalah.

seorang penulis telah berkorban dengan
pengorbanan yang besar dalam menyiapkan
karya. Maka dia adalah orang yang paling berhak
atas karyanya itu. Baik yang terkait dari sisi
material ataupun moril. Dan menjadi hak miliknya
untuk selamuanya. Kemudian bisa diwariskan
dengan dasar sabda Rasulullah Saw., (orang yang
meninggalkan harta, maka harta itu milik ahli
warisnya.)

Pada tahun 2003 Majelis Ulama Indonesia juga
mengeluarkan fatwa terkait dengan hak cipta, tepatnya pada fatwa
nomor 1 Tahun 2005 tentang Hak Cipta. Menurut fatwa tersebut
dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu
huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan
hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).®®

3"Wahbah Al-Zuhayli, Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu, vol. TV
(Beirut: Dar al-Fikr, 1989). h. 213.

3Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta
(Jakarta, 2003).
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Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS
VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) menetapkan bahwasanya HKI dapat dijadikan objek akad
(al-ma’qid  ‘alaih), baik akad mu’awadah (pertukaran,
komersial), maupun akad tabarru’at (non-komersial), serta dapat
diwakafkan dan diwariskan. Setiap pelanggaran terhadap HKI,
termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan,
mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor,
mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan,
mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan,
membajak, HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan
kezaliman dan hukumnya adalah haram.*

C. Perlindungan Hak Cipta Di Ranah Digital
1.  Pelanggaran Dalam Hak Cipta

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta adalah
pembajakan (piracy). Piracy terjadi ketika hak cipta
diselewengkan. Secara khusus, pembajakan terjadi saat kekayaan
intelektual diduplikasi dalam bentuk apa pun tanpa izin dari
pemilik resmi. Umumnya, seseorang yang ingin menduplikasi
karya yang dilindungi hak cipta harus memperoleh izin dari
pemiliknya, di mana pemilik hak cipta akan menjual lisensi
karyanya dan menerima pembayaran melalui royalti. Orang yang
melakukan pembajakan disebut "pembajak" (pirate), yaitu
mereka yang menggunakan karya tanpa izin, sehingga pemilik

%Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Tentang Perlindungan

HKI.



35

hak cipta tidak mendapatkan royalti yang seharusnya mereka
terima.*?

Dapat dipahami dari uraian di atas bahwa yang
membedakan karya cipta asli dan bajakan dalam hal produksinya
adalah izin dari pemilik karya cipta. Karya cipta asli diproduksi
dengan izin pemilik, yang memastikan royalti dibayarkan,
sehingga tidak ada hak yang dilanggar dan produksinya dilakukan
secara legal sesuai hukum. Sebaliknya, pada karya cipta bajakan,
produksi dilakukan secara massal tanpa izin pemilik hak cipta,
sehingga pemilik tidak menerima royalti. Dalam hal ini, jelas
terdapat pelanggaran hak dalam produksi karya bajakan, yang
dilakukan secara ilegal dan melanggar hukum.

Pelanggaran hak cipta dapat berupa tindakan mengambil,
mengutip, merekam, memperbanyak, dan mengumumkan karya
orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin dari
pencipta atau pemegang hak cipta, serta tindakan lain yang
bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta.*! Misalnya,
dalam UUHC diizinkan mengutip tanpa izin, tetapi tidak boleh
melebihi 10 persen dari isi karya. Selain itu, UUHC melarang
mengutip atau merekam karya orang lain tanpa menyebutkan
sumbernya. Penggunaan karya untuk tujuan komersial tanpa izin,
atau memproduksi salinan melebihi jumlah yang diizinkan dalam

perjanjian, juga tidak diperbolehkan.

OFauzi, Teori Hak, Harta, dan Istilahi Serta Aplikasinya Dalam
Fikih Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2017), h. 119.
“IPasal 43 Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014.
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Masjfuk Zuhdi dalam bukunya Masail Fighiyah
menjelaskan bahwa karena hak cipta adalah hak milik pribadi,
agama melarang pihak yang tidak berhak (bukan pemilik hak
cipta) menyalin, baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis.
Demikian pula, menerjemahkan karya ke dalam bahasa lain juga
dilarang, kecuali dengan izin penulis atau penerbit yang memiliki
hak menerbitkannya.*? Berikut pendapat Masjfuk Zuhdi dalam
bukunya tersebut mengenai pelanggaran terhadap hak cipta:

Perbuatan memfotokopi, mencetak,
menerjemahkannya, membaca, dan sebagainya
terhadap karya tulis seseorang tanpa izin penulis
sebagai pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang
sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh
penulisnya, adalah perbuatan tidak etis yang
dilarang oleh Islam. Sebab perbuatan semacam itu
bisa termasuk kategori “pencurian” kalau
dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan diambil
dari tempat penyimpanan karya tulis itu;, atau
disebut “perampasan/perampokan” kalau
dilakukan dengan terang-terangan dan kekerasan;
atau “pencopetan”  kalau dilakukan dengan
sembunyi-sembunyi  dan di luar tempat
penyimpanannya — yang  semestinya,  atau
“penggelapan/khianat” kalau dilakukan dengan
melanggar  amanat/perjanjiannya,  misalnya,
penerbit mencetak 10.000 eksemplar padahal
menurut perjanjian hanya mencetak 5.000
eksemplar;, atau perbuatan ghasab apabila

427uhdi, Masail Fighiyah, h. 212.
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dilakukan dengan cara dan motif selain tersebut
di atas.®

2. Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta dalam hukum positif di Indonesia
diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta (UUHC). Perlindungan ini dilakukan melalui berbagai
upaya dan administrasi yang memastikan hak pencipta atau
pemegang hak cipta terlindungi dari penggunaan tanpa izin. Salah
satu langkah utama adalah pendaftaran hak cipta melalui
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun hak cipta
secara otomatis melekat pada pencipta saat suatu karya dihasilkan,
pendaftaran ini dapat memperkuat posisi hukum pencipta jika
terjadi sengketa atau pelanggaran di kemudian hari.**

Pencipta yang mendaftarkan karyanya akan memiliki
bukti otentik bahwa karya tersebut adalah miliknya, yang dapat
digunakan sebagai dasar untuk menuntut pelanggar secara hukum.
Pendaftaran ini memberikan perlindungan lebih bagi pencipta,
terutama jika terjadi sengketa terkait hak cipta karya mereka.

Pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan
pendaftaran hak cipta untuk melindungi para pencipta, tetapi juga
menyediakan mekanisme penegakan hukum bagi mereka yang

hak ciptanya dilanggar. Tindakan penegakan hukum ini mencakup

#37Zuhdi, Masail Fighiyah, h. 213.
“Mareta, Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital. h. 20.
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gugatan perdata, seperti tuntutan ganti rugi, dan tuntutan pidana
jika pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana yang merugikan.

Perlindungan hak cipta di ranah digital menjadi perhatian
penting, mengingat banyaknya konten bajakan yang beredar di
internet. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah melakukan kerja
sama dengan platform digital dan layanan internet guna
menghapus konten yang melanggar hak cipta (content takedown)
dan melakukan blokir terhadap situs-situs yang sering
mendistribusikan konten ilegal. Ketentuan ini diatur dalam
Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 54-56, yang
mengatur perlindungan atas konten hak cipta dan hak terkait
dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi.*®

Pasal 54 UU tersebut menyatakan bahwa, untuk
mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana
berbasis teknologi informasi, pemerintah memiliki wewenang
untuk melakukan pengawasan terhadap konten pelanggaran hak
cipta, bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak
untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta melakukan
pengawasan terhadap perekaman konten yang berisi karya cipta.*®

Sejalan dengan Pasal 54 tersebut, Pasal 55 dan 56
mengatur berbagai upaya yang mendukung pelaksanaannya,
dengan ketentuan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas
pencegahan pelanggaran hak cipta di ranah digital:

4SPasal 54-56 UU No. 28 Tahun 2014.
46pasal 54 UU No. 28 Tahun 2014 .



Pasal 55

(1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak
Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem
elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial
dapat melaporkan kepada Menteri.

(2) Menteri memverifikasi  laporan  sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1).

(3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan
hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri
merekomendasikan kepada menteri yang

(4) menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
telekomunikasi dan informatika untuk menutup
sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak
Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan
layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

(5) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara
keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib
meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

(1) Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di  bidang telekomunikasi dan
informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup
konten, dan/atau hak akses pengguna yang
melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam
sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem
elektronik tidak dapat diakses.

(2) Ketentuan lebih Ianjut tentang pelaksanaan
penutupan konten dan/atau hak akses pengguna
yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait
dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan

39
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sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang komunikasi dan informatika.

Menanggapi ketentuan pada kedua pasal tersebut,
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (2) UU Hak Cipta,
Menteri Komunikasi dan Informatika pada tanggal 30 Desember
2016 menerbitkan surat edaran berjudul “Surat Edaran Menteri
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform
dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik  (Electronic Commerce) yang Berbentuk User
Generated Content.” Surat edaran tersebut bertujuan memberikan
pedoman bagi penyedia platform atau penyelenggara sistem
elektronik dan pedagang terkait batasan serta tanggung jawab
mereka dalam transaksi elektronik berupa perdagangan melalui
sistem elektronik yang berbentuk User Generated Content
(UGC).#

Peraturan lain yang mengatur mengenai transaksi digital
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Di dalam peraturan ini, diatur pula mengenai tanggung jawab dan

4’Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Surat Edaran
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang
(Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic
Commerce) yang Berbentuk User Generated Content. (Jakarta, 2016).
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kewajiban  Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE), seperti platform marketplace.*®

Upaya perlindungan ini tidak hanya dilihat dari perspektif
hukum positif, tetapi juga dapat dianalisis dalam kerangka hukum
Islam, di mana hak cipta memiliki kedudukan yang sangat
penting. Dalam Islam, hak cipta, yang dikenal dengan istilah hak
ibtikar, adalah hak yang sangat dijaga karena termasuk dalam
salah satu bentuk ad-darariyyat al-khamsah atau lima kebutuhan
pokok, yang merupakan bagian dari konsep magasid syariah,
khususnya dalam unsur memelihara harta.*® Perbuatan atau
tindakan yang dapat memelihara dan menjaga dharuriyat
khamsah ini dianggap sebagai kemaslahatan, sedangkan tindakan
yang merusak, merugikan, dan melanggar dharuriyat khamsah
dianggap sebagai kemudaratan.>® Dengan kata lain, menjaga hak
cipta dan memeliharanya sebagaimana mestinya dapat dikatakan
sebagai kemaslahatan, sedangkan merusak, merugikan, atau
melanggarnya dapat dikatakan sebagai kemudaratan.

Suatu kemudaratan harus dihilangkan dalam Islam,
sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi "Jx ol
(kemudaratan harus dihilangkan). Terkait perlindungan hak cipta,

meskipun kajian literasinya sangat terbatas, baik dalam kajian

“8Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor
80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Jakarta,
2019).

“9Suryana, “Hak Cipta Perspektif.” h. 247-274.

Busyro, Magqashid ~Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar
Memahami Maslahah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 122.
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fikih klasik maupun fikih kontemporer, salah satu kajian penting
yang dapat ditemukan dalam tulisan Dr. Fauzi dalam bukunya
yang berjudul “Teori Hak Harta Dan Istislahi Serta Aplikasinya
Dalam Fikih Kontemporer”. Fauzi mengemukakan bahwa
perlindungan hak cipta terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan
dari sisi preventif dan represif.>!

Perlindungan hak cipta dari sisi preventif adalah upaya
yang menegakkan pilar-pilar hak cipta, yaitu menjaga dan
memelihara eksistensinya. Sementara itu, perlindungan dari sisi
represif dilakukan dengan menghindari hal-hal yang dapat
merusak hak cipta, atau dengan kata lain, melindungi hak cipta
dari tindakan yang menafikan keberadaannya.

Perlindungan hak cipta dari sisi preventif terdiri atas dua
langkah utama. Langkah pertama adalah pendaftaran hak cipta
untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada
pencipta. Langkah kedua adalah penerapan aturan terkait
perpindahan hak cipta, yang menjamin kepastian hukum dalam
alih kepemilikan hak cipta. Perlindungan represif juga melibatkan
dua langkah, yaitu pemberian sanksi dalam bentuk tuntutan
perdata dan pidana untuk menindak pelanggaran hak cipta yang
telah terjadi.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, baik perlindungan
represif maupun preventif telah diterapkan dalam ketentuan
hukum yang mengatur hak cipta di Indonesia. Untuk memperluas

SFauzi, Teori Hak, Harta, dan Istilahi, h. 178.
S2Fauzi, Teori Hak, Harta, dan Istilahi, h. 179.



43

cakupan perlindungan, pemerintah Indonesia juga bekerja sama
dengan negara lain melalui perjanjian internasional, seperti
Konvensi Bern dan Perjanjian WIPO, guna memastikan hak cipta
yang terdaftar di Indonesia mendapatkan perlindungan di negara-
negara anggota lainnya.>® Selain itu, pemerintah melakukan
edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghargai
karya cipta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak
cipta serta konsekuensi hukumnya.

Perlindungan hak cipta dalam hukum Islam tidak hanya
didukung melalui langkah-langkah preventif dan represif.
Meskipun sebenarnya Hukum Islam tidak memiliki langkah-
langkah khusus untuk melindungi hak cipta atau mencegah
pelanggarannya. Namun, sebagaimana dijelaskan pada Fatwa
MUI no. I/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual (HKI), bahwasanya HKI merupakan hugiig
al-maliyyah (hak kekayaan) dan perlindungan hukumnya
dilakukan sebagaimana mal (harta) dilindungi. Dengan demikian
maka, kaidah-kaidah fikih yang dapat dijadikan prinsip dasar
dalam upaya melindungi harta sebagai bentuk kemaslahatan,
seperti kaidah tentang darirat dan kulliyyah muamalah dapat
dijadikan sebagai landasan umum yang relevan untuk melindungi

hak cipta. Prinsip-prinsip dalam magasid syariah (tujuan syariah)

%Kholis Roisah, “Kebijakan Hukum ‘Tranferability’ Terhadap
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” LAW REFORM
11, no. 2 (30 September 2015): h. 241-254.
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juga berfokus pada kemaslahatan atau kebaikan umum sebagai
salah satu tujuan utama hukum Islam.>*

Prinsip dasar muamalah menjadi landasan penting
lainnya dalam melindungi hak cipta sebagai bentuk dari fifzu mal.
Prinsip ini mencakup berbagai aturan yang bertujuan menjaga
keadilan dan kemaslahatan dalam setiap transaksi.”® Seiring
perkembangan zaman, penerapan prinsip tersebut kini meluas
hingga mencakup kegiatan muamalah yang berlangsung secara
digital. Sebagai pedoman, prinsip dasar muamalah memastikan
bahwa transaksi, termasuk dalam bentuk digital, tetap dilakukan
sesuai dengan magqasid syariah.

Penerapan  prinsip-prinsip  tersebut menunjukkan
fleksibilitas hukum Islam untuk mendukung hak kekayaan
seseorang dan mencegah kemudaratan, meskipun hukum Islam
klasik tidak secara khusus mengatur perlindungan hak cipta.
Pendekatan ini selaras dengan tujuan perlindungan hak cipta
dalam konteks modern.

Pembahasan lebih lanjut mengenai kaidah-kaidah fikih
yang dapat diterapkan sebagai prinsip dasar dalam upaya
perlindungan hukum hak cipta dalam Islam adalah sebagai
berikut:

4Busyro, Maqgashid Al-Syariah, h. 23.

%5St. Salehah Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,”
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2018): h. 14-28.

6Abbas Arfan, 99 Kaidah Figh Muamallah Kulliyah: Tipologi dan
Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah (Malang:
UIN-Maliki Press, 2017). h. 69.
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kemudaratan yang lebih ringan)®’

Penjelasan berikut menguraikan prinsip dasar muamalah
yang menjadi landasan penting dalam melindungi hak cipta
sebagai bagian dari hifzu mal. Fathhurrahman Djamil
mengklasifikasikan prinsip muamalah ke dalam dua kategori

5" Ahmad Musadad, Qawaid Fighiyyah Muamalah Kaidah-Kaidah
Figih Hukum Ekonomi Syariah (Malang: Literasi Nusantara, 2019). h. 171
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utama, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.*® Berikut adalah

uraian mengenai prinsip umum dan khusus dalam muamalah:

Prinsip umum muamalah:

1. Kebolehan dalam aspek muamalah.
Prinsip dasar dalam muamalah adalah kebolehan (al-ashl fi al-
mu’amalat al-ibahah), kecuali ada dalil yang melarangnya.
Prinsip ini memberikan ruang yang luas bagi umat manusia
untuk berinovasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam
bentuk transaksi digital.>®

2. Maslahah sebagai tujuan.

Setiap bentuk muamalah harus didasarkan pada upaya
mendatangkan kebaikan (maslahah) dan menolak kerusakan
(mafsadah). Prinsip ini sejalan dengan magasid syariah, yang
bertujuan menjaga lima pokok utama: agama (hifzu al-din),
jiwa (hifzu al-nafs), akal (hifzu al-"aql), harta (hifzu al-mal), dan
keturunan (Aifzu al-nasl). Dalam transaksi, tujuan tersebut
harus diwujudkan, misalnya dengan memastikan bahwa
produk yang diperjualbelikan halal dan tidak merugikan pihak

lain.%°

%8Madjid, “Prinsip-Prinsip Muamalah.” h. 14-28

%Madjid, “Prinsip-Prinsip Muamalah.” h. 14-28

89Ahmad Ghazi Zhafiirin, Zaini Abdul Malik, dan Yayat Rahmat
Hidayat, “Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di
Marketplace Tokopedia,” Jurnal Riset Perbankan Syariah, 14 Juli 2023,
h. 1-8.
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Keseimbangan.

Muamalah  harus  memelihara  keseimbangan antara
pembangunan material dan spiritual. Prinsip ini mencakup
pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, pelestarian
lingkungan, serta perhatian terhadap sektor usaha kecil dan
mikro.5

. Keadilan dan larangan zalim.

Aktivitas muamalah wajib menghindari segala bentuk
kezaliman, seperti riba, maysir, gharar, dan objek transaksi
yang haram. Dalam transaksi, prinsip keadilan harus
ditegakkan, dengan menghindari transaksi yang merugikan
pihak lain melalui ketidakjelasan informasi atau harga yang
tidak transparan.®2

Prinsip khusus muamalah:

1.

Objek transaksi harus halal.

Segala bentuk transaksi, baik di dunia fisik maupun digital,
harus melibatkan objek yang halal. Islam melarang aktivitas
ekonomi yang melibatkan barang haram, seperti minuman

keras, alat perjudian, atau barang najis.®

124.

61Madjid, “Prinsip-Prinsip Muamalah.” h. 14-28
2Madjid, “Prinsip-Prinsip Muamalah.” h. 14-28
83]dris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah,
“Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam,” Morfologi: Jurnal llmu
Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya 2, no. 4 (25 Juni 2024): h. 113-
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2. Kerelaan kedua belah pihak.
Transaksi harus didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak
(an-taradhin minkum). Hal ini penting untuk memastikan
keadilan dan menghindari transaksi yang batil.

3. Amanah dalam pengelolaan.
Pelaku bisnis, termasuk dalam transaksi digital, harus
menunjukkan sifat jujur dan amanah. Amanah adalah modal
utama untuk menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam

masyarakat.®*

D. E-Book

E-book, berdasarkan definisi dari Oxford English
Dictionary, adalah "versi elektronik dari buku cetak yang dapat
dibaca menggunakan komputer pribadi atau perangkat genggam
khusus yang dirancang untuk tujuan tersebut." £-book merupakan
bentuk digital dari buku yang umumnya diterbitkan dalam format
cetak, tetapi kini hadir dalam versi elektronik. £-book dirancang
untuk pembaca yang menggunakan media digital atau perangkat
khusus e-book, yang dapat diakses melalui komputer maupun
perangkat elektronik lainnya. Menurut Ibnu Saefullah, e-book
adalah publikasi digital yang berisi teks, gambar, video, atau suara,
dan dapat dibaca melalui komputer atau perangkat elektronik.
Format e-book tersedia dalam berbagai jenis, seperti PDF

1-8.

84Zhafiirin, Malik, dan Hidayat, “Tinjauan Prinsip Muamalah.” h.
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(Portable Document Format), HTML (Hypertext Markup
Language), MOBI (Mobi Pocket Format), dan lainnya. %°
E-book merupakan publikasi digital yang menggunakan
file elektronik sebagai pengganti media cetak tradisional, sehingga
dikenal sebagai buku elektronik atau buku digital. £-book dapat
diakses melalui perangkat khusus yang dirancang untuk
memudahkan pembacaan, memungkinkan pengguna mencari
kata dalam teks, menyoroti frasa, menambahkan catatan, mencari
istilah di kamus, dan menikmati berbagai fitur lainnya yang
disediakan oleh penerbit. Beberapa e-book juga dilengkapi dengan
konten multimedia, seperti animasi, audio, dan video. Selain itu,
e-book berbasis web sering kali menyertakan tautan yang
menghubungkan ke buku lain yang tersedia secara online. Saat ini,
banyak penerbit memberikan perlindungan pada e-book mereka
dengan membatasi pencetakan, sehingga e-book hanya dapat
dibaca melalui perangkat portabel tertentu atau komputer. Hak
untuk menentukan apakah e-book dapat dicetak atau tidak

sepenuhnya berada di tangan penulis dan penerbit.5

E. Platform Marketplace
Platform merupakan sarana elektronik yang berfungsi
sebagai tempat pemasaran produk, di mana penjual dan pembeli
dapat bertemu untuk melakukan transaksi. Marketplace dapat

diartikan sebagai situs web atau aplikasi daring yang menyediakan

85Simangunsong, Santoso, dan Lumbanraja, “Perlindungan Hak
Cipta Terhadap Pembajakan,” h. 442-54.
8Mareta, Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital, h. 26.
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layanan untuk memfasilitasi kegiatan jual beli dari berbagai toko.
Marketplace adalah salah satu jenis dari platform digital yang
beroperasi dengan sistem user generated content (UGC). Platform
berbasis UGC ini memungkinkan pedagang (merchant) untuk
membuat dan/atau mengunggah konten secara mandiri, tanpa
campur tangan langsung dari penyedia platform.®’

Marketplace mulai mendapatkan popularitas sejak tahun
1995, dengan eBay dan Amazon menjadi dua marketplace yang
paling dikenal dan banyak digunakan secara global.
Keberhasilannya menarik perhatian banyak orang untuk
memanfaatkan kemudahan teknologi yang ditawarkan. Di Asia,
Alibaba muncul sebagai marketplace pertama yang mendapatkan
popularitas besar pada tahun 1999. Hingga kini, marketplace terus
mengalami perkembangan pesat. Di Indonesia, sejumlah
marketplace lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Shopee,
Lazada, dan lainnya menjadi pilihan utama masyarakat. Beragam
produk, termasuk makanan, dapat diperjualbelikan melalui
marketplace ini.®®

Secara umum, transaksi di platform marketplace dan
tempat perdagangan konvensional memiliki prinsip yang serupa.

Keduanya melibatkan elemen utama seperti pembeli, penjual,

6’Kementrian Komunikasi dan Informatika RI, Surat Edaran
Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016.

®Rina Irawati dan Irawan Budi Prasetyo, “Pemanfaatan Platform
E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan
dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM
Makanan dan Minuman di Malang),” Jurnal Penelitian Manajemen
Terapan (PENATARAN) 6, no. 2 (2021): h. 114-33.
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produk, infrastruktur, serta kesepakatan antara pihak-pihak yang

terlibat. Perbedaannya terletak pada interaksi antara pembeli dan

penjual. Di platform marketplace, transaksi dilakukan secara
daring tanpa pertemuan langsung, berbeda dengan toko fisik.

Pengelola platform marketplace berperan sebagai penyedia

fasilitas yang memungkinkan pembeli dan penjual bertransaksi.

Penjual dapat menawarkan barang dengan membuka toko

elektronik di platform marketplace, di mana mereka dapat

mencantumkan informasi tentang tokonya, termasuk gambar dan
deskripsi produk yang dijual %

Adapun marketplace besar di Indonesia yang sudah
terkenal antara lain:

(1) Tokopedia, merupakan salah satu marketplace daring
terbesar di Indonesia yang telah lama ada dan sering
digunakan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan,
menjual, serta mendistribusikan produk unggulan mereka;

(2) Bukalapak, adalah penyedia platform bagi pelaku usaha yang
ingin berjualan secara online dengan menekankan
kemudahan penggunaan dan keandalan untuk memberikan
pengalaman terbaik bagi penggunanya;

(3) Blibli, merupakan sebuah pusat belanja daring yang
menawarkan beragam produk, mulai dari komputer dan
gadget, fashion, kesehatan dan kecantikan, perlengkapan ibu
dan anak, hingga otomotif’;

8Mareta, Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital, h. 49.
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(4) Shopee, salah satu marketplace utama di Indonesia dengan
pendekatan mobile-first, menawarkan pengalaman belanja
daring yang terdiversifikasi. Shopee beroperasi di seluruh
Asia Tenggara, termasuk Singapura, Filipina, Malaysia,
Thailand, Vietnam, serta Taiwan.; dan

(5) Elevenia, memiliki lebih dari 30.000 penjual dan
menyediakan sekitar 4 juta produk dari berbagai kategori,
seperti perlengkapan rumah tangga, keschatan dan
kecantikan, fashion, komputer dan gadget, alat olahraga,
serta makanan dan minuman. Elevenia juga menawarkan
berbagai promosi dan e-kupon menarik..”

rawati dan Prasetyo, “Pemanfaatan Platform E-Commerce.”



BAB III
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PLATFORM
MARKETPLACE SHOPEE DALAM MENCEGAH
PELANGGARAN HAK CIPTA.
A. Platform Marketplace Shopee

Marketplace Shopee = merupakan  platform
marketplace yang bergerak di bidang perdagangan dan jual
beli online. platform ini pertama kali diluncurkan pada tahun
2015 dan hingga kini menjadi salah satu platform belanja
online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Pengoperasian
marketplace Shopee disesuaikan dengan kebutuhan setiap
wilayah, serta menyediakan pengalaman berbelanja yang
aman, mudah, dan cepat bagi pelanggannya.”r Marketplace
Shopee didukung oleh berbagai metode pembayaran, seperti
transfer bank, dompet digital (dalam hal ini, marketplace
Shopee memiliki fitur dompet digital bernama ShopeePay),
pembayaran tunai melalui layanan cash on delivery (COD),
hingga pembayaran cicilan melalui ShopeePay Later. Selain
itu, marketplace Shopee juga memperkuat layanan
logistiknya dengan Shopee Express.

Marketplace Shopee sebagai platform dengan sistem

user generated content (UGC) memudahkan penggunanya

"IShopee Indonesia, “Tentang Shopee,” Shopee Karier, diakses 9
Oktober 2024, https://careers.shopee.co.id/about.

53



54

melakukan jual beli online,”” dengan sistem ini pengguna
platform akan terbagi menjadi dua jenis, yakni pembeli dan
penjual, bagi pembeli mereka dapat berbelanja berbagai
merek dan produk-produk kebutuhan yang di inginkan, baik
produk-produk yang sering kali digunakan dan sudah dikenali
maupun produk-produk baru dari toko-toko maupun penjual
yang belum dijumpai sebelumnya. Sedangkan bagi pengguna
yang ingin menjadi penjual, dapat dengan mudah membuka
toko online pada platform marketplace Shopee, faktanya
semua pengguna memiliki kesempatan dan keuntungan yang
sama untuk dapat menjadi pejual maupun pembeli pada
platform ini, adapun penjual pada platform ini akan disebut

sebagai seller atau merchant Shopee.”

B. Praktik Jual Beli E-book Bajakan di Platform Shopee
1 Perbedaan e-book bajakan dan e-book orisinal

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai praktik
jual beli e-book bajakan di platform marketplace Shopee, penting
untuk terlebih dahulu memahami perbedaan antara e-book
bajakan dan e-book orisinal. Pembahasan ini bertujuan untuk
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik
kedua jenis e-book tersebut, sehingga akan lebih mudah dalam

mengidentifikasi dan memahami permasalahan terkait

"2Iaksamana Varelino Zeustan Hartono, “Kajian Aspek Hukum
Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee”
(Skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2020). h. 53.

3Shopee Indonesia, “Tentang Shopee.”
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pelanggaran hak cipta yang terjadi. Dengan memahami
perbedaan-perbedaan utama ini, diharapkan dapat memberikan
landasan yang kuat dalam membahas isu jual beli e-book bajakan
di platform marketplace Shopee.

Berikut ini merupakan pembahasan mengenai beberapa
perbedaan yang dapat diperhatikan untuk membedakan antara e-
book orisinal/asli dengan e-book bajakan:’*

1) Sumber:
a. E-book asli: didapatkan dari sumber resmi, seperti
penerbit, toko buku digital, atau perpustakaan yang
memiliki izin untuk mendistribusikan e-book.

G Gramedia.com

Gambar 3.1 : E-book orisinal “Laut Bercerita” pada
platform resmi Gramedia
Sumber gambar: Platform Gramedia.com

"Ryan Maskell, “Ebook piracy — How to stop your books from
being stolen,” Locklizard, 30 November 2022,
https://www.locklizard.com/document-security-blog/ebook-piracy/.
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b. E-book bajakan: didapatkan dari sumber ilegal, seperti
situs web berbagi ilegal, atau platform yang tidak
memiliki izin distribusi dari penerbit atau penulis.

Laut Bercerita by Leila S. Chudori

Gambar 3.2: E-book Bajakan pada situs web
berbagi ilegal
Sumber gambar:

ittps:/fliphtmlS.com/ylalu/lhnx/Laut Bercerit
a by Leila_S. Chudori/

2) Kualitas:"™
a. E-book asli: memiliki format yang konsisten dan
berkualitas, biasanya mengikuti standar penerbitan
dengan tampilan dan tata letak yang diperiksa.

>Ryan Maskell, “Ebook piracy”,
https://www.locklizard.com/document-security-blog/ebook-piracy/.


https://www.locklizard.com/document-security-blog/ebook-piracy/
https://fliphtml5.com/ylalu/lhnx/Laut_Bercerita_by_Leila_S._Chudori/
https://fliphtml5.com/ylalu/lhnx/Laut_Bercerita_by_Leila_S._Chudori/
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b. E-book bajakan: kualitas bisa bervariasi. Bisa jadi
kurang rapi, mengandung kesalahan, atau mengalami
masalah format karena tidak diperiksa atau di edit
dengan benar.

3) Hak cipta dan legalitas:

a. E-book asli: mematuhi hukum hak cipta dan
memberikan kompensasi kepada penulis, penerbit,
dan pihak terkait lainnya. Pembelian e-book asli
adalah legal dan mendukung industri penerbitan.

b. E-book bajakan: melanggar hukum hak cipta dan
distribusi e-book bajakan adalah ilegal. Ini tidak
memberikan kompensasi kepada penulis atau penerbit
dan dapat berakibat pada tindakan hukum.’®

4) Keamanan

a. E-book asli: biasanya aman dari virus atau malware,
terutama jika di unduh dari situs yang tepercaya dan
menggunakan sistem keamanan yang baik.

b. E-book bajakan: berpotensi mengandung malware
atau virus, yang dapat membahayakan perangkat
anda.

"®Farras Hilmy A., “Stop Pembajakan, Kenali Perbedaan E-book
Original dan E-book Bajakan - Kompas.com,” Kompas.com, 3 Maret
2022, https://buku.kompas.com/read/864/stop-pembajakan-kenali-
perbedaan-e-book-original-dan-e-book-bajakan.
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5) Dukungan dan pembaruan:

a. E-book asli: dapat menerima dukungan teknis dari
penerbit atau penyedia dan sering kali menawarkan
pembaruan jika ada revisi atau edisi baru.

b. E-book bajakan: tidak mendapatkan dukungan resmi
atau pembaruan, dan anda mungkin menghadapi
kesulitan jika ada masalah dengan file.”’

6.) Fitur tambahan:

a. E-book asli: biasanya menyertakan fitur tambahan
seperti pencarian teks, penandaan, catatan, dan
integrasi dengan aplikasi pembaca.”

b. E-book bajakan: tidak selalu memiliki fitur tambahan
yang lengkap atau mungkin tidak bekerja dengan baik
pada perangkat pembaca tertentu.

""Maskell, “Ebook piracy.”
8“Dokumentasi Observasi Pembelian E-book di Platform Google
Playbook,” Observasi, (8 September 2024), Lampiran 5.1 Skripsi.
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7) Harga
a. E-book orisinal dijual dengan harga yang telah
diperhitungkan, guna memberikan keuntungan
kepada pihak-pihak yang telah berupaya keras dalam
kegiatan produksinya, seperti penulis, penerbit,

marketplace online, dan pihak terlibat lainnya.

Gambar 3.3: Harga E-book orisinal pada platform
resmi Gramedia
Sumber Gambar: Platform Gramedia.com

b. E-book bajakan biasanya dijual secara ilegal dengan
harga murah atau bahkan gratis. Hal tersebut memang
menggiurkan, namun demikian dalam hal ini hak cipta
penulis terutama dalam hal ini, hak ekonominya tidak

dijaga dan diperhitungkan sama sekali.”

""Rejeki, Iriyanti, dan Dadang, “Pelanggaran Hak Cipta.” h. 52-68
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RP4'750“” 24 Terjual

| Belanja Rp10RB, Diskon 99%
302 [ID] novel - Tere Liye - Bumi [vbook]

Gambar 3.4: Harga E-book Bajakan Pada
platform Marketplace Shopee.
Sumber Gambar: Aplikasi marketplace Shopee

2. Praktik jual beli e-book bajakan di platform marketplace Shopee.
Jual beli e-book bajakan di platform marketplace Shopee
hingga kini menjadi tantangan besar bagi pemilik hak cipta e-
book. Untuk memahami praktik jual beli e-book bajakan yang
semakin meluas di platform marketplace Shopee, penulis
melakukan penelitian melalui wawancara dengan pembeli e-book

di platform tersebut.2
Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran pembeli
terhadap keaslian e-book yang dijual di platform marketplace

80«Laporan Hasil Wawancara Skripsi,” Wawancara, (17 November
2024), Lampiran 1 Skripsi.
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Shopee beragam. Beberapa responden mengaku tidak yakin
apakah e-book yang mereka beli adalah produk asli atau bajakan,
sedangkan sebagian lainnya menyadari dengan jelas bahwa
produk tersebut adalah bajakan. Kesadaran ini umumnya
dipengaruhi oleh harga dan deskripsi produk, di mana harga yang
sangat rendah sering kali menimbulkan kecurigaan mengenai
legalitas produk.!

Alasan pembeli untuk tetap membeli e-book di
marketplace Shopee, meskipun ada potensi pelanggaran hak cipta,
juga bervariasi. Beberapa responden menyatakan bahwa harga
murah menjadi daya tarik utama. Mereka berpendapat bahwa
harga e-book asli sering kali terlalu tinggi dibandingkan dengan
produk bajakan di marketplace. Selain itu, akses mudah dan
kepraktisan transaksi di marketplace Shopee menjadi faktor lain
yang mendorong mereka untuk tetap membeli produk tersebut.®?

Metode pencarian e-book di marketplace Shopee
sebagian besar dilakukan dengan memasukkan kata kunci spesifik
pada fitur pencarian platform. Responden umumnya
menggunakan kata kunci yang sesuai dengan judul buku atau
kategori yang diminati. Mereka menyebutkan bahwa pencarian
sering kali menghasilkan banyak pilihan produk serupa, sehingga
memungkinkan pembeli memilih dari berbagai penjual dengan

harga dan kualitas yang bervariasi.®

81 atifa, Wawancara, WhatsApp, 17 November 2024, Lampiran
3.A Skripsi.

82] atifa, Wawancara, Lampiran 3.A Skripsi.

83Latifa, Wawancara, Lampiran 3.A Skripsi.
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Gambar 3.5: E-book Laut Bercerita pada
pencarian platform Shopee
Sumber gambar: aplikasi marketplace Shopee

Pada gambar di atas, penulis mencoba mencari e-book di
kolom pencarian pada platform marketplace Shopee dengan
menuliskan kata e-book beserta judulnya, yakni kata: "e-book Laut
Bercerita". Hasil pencarian tersebut memunculkan banyak
penawaran produk e-book berjudul tersebut dengan harga yang
sangat terjangkau dari berbagai toko penyedia e-book. Terdapat
sekitar dua puluh toko yang menjual e-book dengan harga yang
sangat terjangkau, yang merupakan ciri khas dari e-book bajakan,
yakni harga yang terlampau murah. Di platform marketplace
Shopee, e-book dengan judul "Laut Bercerita" ini dibandrol
dengan harga Rp. 300,00 (Tiga Ratus Rupiah) hingga Rp.
10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah). Sedangkan di platform
Gramedia, yang merupakan penerbit resmi untuk buku dan e-book
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Laut Bercerita, produk tersebut dijual seharga Rp. 109.000,00
(Seratus Sembilan Ribu Rupiah).®*

Gambar 3.6: Harga E-book pada platform resmi
Sumber Gambar: Platform Gramedia.com

Dalam hal jumlah pembelian, sebagian besar responden
mengaku telah membeli e-book lebih dari sekali di marketplace
Shopee. Jenis e-book yang sering mereka beli bervariasi, termasuk
novel, buku self-help, buku puisi, dan e-book dengan topik khusus
lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap e-book
di Shopee tidak terbatas pada satu jenis saja, melainkan mencakup
berbagai kategori.®

Proses transaksi jual beli e-book di marketplace Shopee

dianggap cepat dan mudah oleh para pembeli. Adapun cara

84“Laporan Hasil Observasi Skripsi,” Observasi, (17 November
2024), Lampiran 4 Skripsi.

8Aisyah, Wawancara, WhatsApp, 18 November 2024 Lampiran
3.A.
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pemesanan e-book bajakan di platform marketplace Shopee,

rp4.750 ¢ 24 Terjual <

302 [ID] novel - Tere Liye - Bumi [vbook]
L Jasa Kirim Toko
&2 Bebas Pengembalian

@ SPaylater: Diskon s/d 40RB

4.9 . Penilaian Produk (9)

Gambar 3.7: Pilih Produk dan tekan Beli
Sekarang
Sumber Gambar: Aplikasi marketplace Shopee

berdasarkan hasil wawancara dengan para pembeli, adalah dengan

cara pembelian produk pada umumnya melalui platform tersebut,
yaitu pelanggan cukup memilih produk e-book yang ingin dibeli

dan melanjutkannya pada kolom “Beli Sekarang”.%

8Mutia, Wawancara, WhatsApp, 8 Desember 2024, Lampiran 3.A

Skripsi.
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Setelah itu, pembeli diharuskan untuk menuliskan alamat
email pada kolom catatan atau pada kolom chat dengan penjual.
Alamat email tersebut digunakan sebagai sarana pengiriman file
e-book yang akan dibeli.®

1038 @ OO Q=R GD

<— Checkout

Voucher Toko Gunakan/ masukkan kode

Opsi Pengiriman

Jasa Kirim Toko RpO >
e Dapatkan tanggal 1

Pesan untuk Penjual WL - m me60@gmail.com
Total Pesanan (1 Produk): Rp4.750

Il Voucher Shopee

Koin tidak dapat ditukarkan

() Metode Pembayaran ShopeePay >

Rincian Pembayaran
Subtotal untuk Produk Rp4.750

Subtotal Per nan RpO

Blaya Layanan (D RpP1.000
Blaya Penanganan () Rp1.000

Total Pembayaran Rp6.750

Kirim sebagai Dropshipper

Total Pembayaran
Rp6.750 Buat Pesanan

Gambar 3.8: Tuliskan alamat email aktif untuk
pengiriman file
Sumber Gambar: Aplikasi marketplace Shopee

Setelah segala pilihan pengiriman dipilih dan harga
ditentukan, pembeli dapat memilih tombol “Buat Pesanan” dan

87Aisyah, Wawancara Lampiran 3.A Skripsi.
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melakukan pembayaran. Adapun metode pembayaran yang
disediakan adalah melalui transaksi digital dan transfer, dan tidak
ada opsi pembayaran cash on delivery (COD).8

() Metode Pembayaran ShopeePay >

Rincian Pembayaran

Subtotal untuk Produk

Subtote

Biaya Layana:

Rp1.000

Biaya Penanganan (ﬂ) Rp1.000

Total Pembayaran Rp6.750

Kirim sebagai Dropshipper

Total Pembayaran Buat P
Rp6.750 o ———

Gambar 3.9: Buat Pesanan untuk menyelesaikan
pembelian
Sumber Gambar: Aplikasi marketplace Shopee

Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual biasanya
mengirimkan file e-book melalui email dalam waktu singkat.

8“Dokumentasi Observasi Pembelian E-book pada Platform
Shopee,” Observasi, (8 September 2024), Lampiran 5.2 Skripsi.
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1239 @ SOFT i

= Telusuri dalam email

Gambar 3.10: Penjual mengirim file E-book
pada pembeli melalui email
Sumber Gambar: Aplikasi G.mail

Setelah file dikirim dan diterima oleh pembeli,
mereka dapat mengunduh file tersebut dan membacanya
melalui berbagai gadget yang mendukung pembacaan file
PDF, di mana mayoritas file yang diterima berupa format
PDF, dan sebagian besar responden menyebutkan bahwa file
tersebut dapat dengan mudah dibuka di perangkat apa pun

tanpa perlindungan tambahan.®

8 Aprilia, Wawancara, WhatsApp, 18 November 2024, Lampiran
3.A Skripsi.
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EeR ot |
Gambar 3.11: Download file untuk
menyimpan pada penyimpanan Gadget
Sumber Gambar: Tampilan PDF file e-book

pembelian di Platform Shopee

Mengenai potensi penyebaran file, responden
umumnya menyadari bahwa e-book yang diterima dapat
dibagikan atau disalin dengan mudah karena tidak memiliki
perlindungan seperti watermark atau fitur anti-copying.* Hal
ini menunjukkan lemahnya upaya pencegahan penyebaran
ilegal e-book setelah pembelian, yang meningkatkan risiko
pelanggaran hak cipta.

9 Aprilia, Wawancara, Lampiran 3.A Skripsi.
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Saat ditanya mengenai pandangan mereka terhadap

pelanggaran hak cipta dalam praktik ini,

sebagian besar
pembeli menyadari bahwa penjualan e-book bajakan adalah
bentuk pelanggaran hak cipta. Namun, alasan ekonomis dan
akses mudah yang ditawarkan marketplace Shopee membuat
mereka tetap memutuskan untuk membeli.%? Terkait tanggung
jawab marketplace Shopee, banyak responden menganggap
bahwa marketplace Shopee sebagai platform marketplace
seharusnya lebih bertanggung jawab dalam mencegah
penjualan produk bajakan di platformnya.%

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa meskipun banyak pembeli menyadari adanya
pelanggaran hak cipta, beberapa faktor seperti harga,
kemudahan akses, dan minimnya pengawasan dari pihak
platform mendorong mereka untuk tetap membeli e-book di

marketplace Shopee.

C. Upaya Perlindungan Hukum Platform Marketplace
Shopee Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta
Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum platform
marketplace Shopee dalam mencegah pelanggaran Hak Cipta,
penulis melakukan penelitian melalui sistem tanya jawab atau

%1“Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Pembeli E-book Bajakan
di Platform Shopee,” Wawancara, (Desember 2024), Lampiran 2.A
Skripsi.

92Mutia, Wawancara Lampiran 3.A Skripsi.

9Aisyah, Wawancara Lampiran 3.A Skripsi.
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wawancara dengan customer service (CS) marketplace Shopee,®*
selain itu penulis juga mendapatkan beberapa data dari situs web
Pusat Edukasi Penjual yang merupakan situs web resmi platform
marketplace Shopee, yang juga merupakan situs web yang
menyajikan berbagai data terkait kebijakan platform marketplace
Shopee berdasarkan arahan dari CS marketplace Shopee.®
Adapun berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis berikut ini
merupakan upaya perlindungan hukum marketplace Shopee
dalam mencegah pelanggaran Hak Cipta:

1. Memahami hak cipta dan pelanggarannya di marketplace

Shopee®

a. Definisi pelanggaran hak cipta: Pelanggaran hak cipta
terjadi ketika penjual menjual produk atau karya ciptaan
tanpa izin dari pemilik hak cipta. Karya yang dilindungi
hak cipta termasuk musik, e-book, foto, grafik, dan
konten kreatif lainnya.

b. Tindakan marketplace Shopee terhadap pelanggaran:
Jika toko penjual terindikasi melanggar hak cipta,

marketplace Shopee akan mengirimkan notifikasi

%“Daftar Pertanyaan Wawancara Dengan Customer Service
Platform Shopee,” Wawancara, (Desember 2024), Lampiran 2.B Skripsi.

%Customer Service Shopee, Wawancara, WhatsApp, 26 November
2024, Lampiran 3.B Skripsi.

%Shopee, “Memahami Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan
Pelanggarannya,” Edukasi, Shopee Pusat Edukasi Penjual, diakses 10
September 2024, https://seller.shopee.co.id/edu/article/18612.
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melalui email agar penjual memperbaiki pelanggaran
dalam waktu 3 hari.

c. Konsekuensi jika pelanggaran tidak diperbaiki: Apabila
tidak ada tindakan dalam waktu yang ditentukan, akun
penjual akan ditangguhkan atau dibekukan hingga
masalah diselesaikan.

d. Kebijakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan:
marketplace Shopee memiliki panduan jelas tentang apa
yang diizinkan dan tidak diizinkan terkait pelanggaran
hak cipta yang dijelaskan secara detail dalam platform.%’

PELANGGARAN HAK CIPTA

DIPERBOLEHKAN TIDAK DIPERBOLEHKAN

Buatlah konten yang original, jika Jangan mencantumkan karya orang

Anda ingin mencantumkan karya lain baik sebagian atau sepenuhnya

orang lain, pastikan untuk tanpa izin dari pemilik hak cipta

mendapatkan persetujuan dari

pemilik hak cipta Hal ini mencakup mendigitalisasi
karya cetak, menggunakan audio
dari musik yang populer, atau
menggunakan foto dari situs brand
lain untuk dijual atau dipromosikan
pada produk Anda.

Gambar 3.12: Ketentuan pelanggaran hak cipta pada
platform Shopee
Sumber Gambar: web Shopee Pusat Edukasi Penjual

Shopee, “Memahami Hak Kekayaan Intelektual”
https://seller.shopee.co.id/edu/article/18612.
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2. Kebijakan marketplace Shopee terkait penjualan produk buku
dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)®

a. Tanggung jawab penjual: marketplace Shopee
menekankan bahwa penjual Dbertanggung jawab
memastikan produk yang dijual, termasuk deskripsi dan
foto, tidak melanggar HAKI milik pihak lain.

b. Poin penalti dan konsekuensinya: marketplace Shopee
memberikan penalti berupa poin kepada penjual yang
melanggar HAKI. Akumulasi poin penalti dapat
memengaruhi kesehatan toko penjual di marketplace
Shopee.

c. Tipe pelanggaran:

1.) Pelanggaran pertama: Meng-upload buku yang
melanggar HAKI. Penalti: 2 poin dan penghapusan
produk.

2.) Pelanggaran kedua: Meng-upload ulang buku yang
telah dihapus. Penalti: 2 poin dan penghapusan
produk lagi.

d. Pembatasan akun: Pelanggaran Dberulang dapat
mengakibatkan pembatasan akun, termasuk
pemblokiran, penghentian keuntungan eksklusif, atau
penurunan posisi produk di hasil pencarian marketplace

Shopee.

%Shopee, “Kebijakan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI),” Edukasi, Shopee Pusat Edukasi Penjual, diakses 10 September
2024, https://seller.shopee.co.id/edu/article/18616.
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3. Penalti pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada platform
marketplace Shopee®®

a. Penalti berdasarkan kebijakan marketplace Shopee:

1.) Penghapusan produk dan blokir: Daftar produk
yang melanggar HAKI akan dihapus atau di blokir.
Setiap penghapusan produk dikenai poin penalti
yang dapat di cek melalui fitur “Kesehatan Toko”
di akun penjual.

2.) Penghentian keuntungan eksklusif: Keuntungan
eksklusif penjual dihentikan jika memiliki poin
penalti tinggi. Marketplace Shopee mengatur
tingkatan poin penalti yang mempengaruhi tingkat
keuntungan eksklusif penjual, dengan semakin

tinggi poin, semakin besar konsekuensinya.'®

Shopee, “Penalti Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI),” Edukasi, Shopee Pusat Edukasi Penjual, diakses 10 September
2024, https://seller.shopee.co.id/edu/article/18608.

10Shopee, “Penalti Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual”,
https://seller.shopee.co.id/edu/article/18608.
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moomn |+ | [ w]w]

Larangan s

ks I
Penurunan posisi produk

di halaman utama, kategori J J “ ¢

produk, dan pencarian

Larangan keikutsertaan

program Gratis Ongkir,

Gratis Ongkir XTRA, dan J “ J
Cashback XTRA

Larangan meng-upload

produk baru dan “
pengubahan produk

Gambar 3.13: Tingkatan Poin Penalti pada platform Shopee
Sumber Gambar: web Shopee Pusat Edukasi Penjual

3.) Pembatasan akun: Penjual yang melanggar HAKI
berulang kali atau menjual produk imitasi dalam
waktu satu kuartal akan dikenakan pembatasan
akun. Penjual yang dilaporkan berulang kali dapat
mengalami konsekuensi lebih lanjut. 0t

4.) Hak penjual untuk mengajukan banding: Penjual
yang produk atau akunnya di blokir dapat
mengajukan banding jika yakin tidak melanggar

HAKI. Dokumen pendukung seperti Surat Kuasa

0iShopee, “Penalti Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual”,
https://seller.shopee.co.id/edu/article/18608.
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atau Surat Izin Penjualan dari pemilik HAKI
diperlukan sebagai bukti.
4. Pelaporan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

pada platform marketplace Shopee.'%

a. Hak untuk melaporkan: Hanya pemilik HAKI,
pemegang merek dagang, pemilik paten, atau
perwakilan resmi yang sah dapat melaporkan
pelanggaran melalui Shopee Brand IP Portal.

b. Shopee Brand IP Portal: platform ini digunakan oleh
marketplace Shopee untuk menjaga kepentingan penjual
dan pemilik HAKI, serta menjaga marketplace Shopee
sebagai platform yang aman dan adil.%3

C. Proses Melaporkan Pelanggaran:

1.) Registrasi merek: Pelapor harus menyelesaikan
pendaftaran merek melalui Shopee Brand IP

Portal dengan dokumen HAKI yang relevan.

102Shopee, “Melaporkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI) | Pusat Edukasi Penjual Shopee Indonesia,” Edukasi, Shopee
Pusat  Edukasi  Penjual,  diakses 10  September 2024,
https://seller.shopee.co.id/edu/article/18621.

193Customer Service Shopee, Wawancara Lampiran 3.B.
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Jenis HAKI Informasi yang dibutuhkan Informasi opsional

Merek Dagang - Sertifikat Pendaftaran Merek Panduan bergambar/
Dagang Lokal Daftar harga
- Tanggal kedaluwarsa merek
- Surat Kuasa (jika Pengguna
bukan pemilik merek)

Hak Cipta - Bukti kepemilikan karya - Bukti bergambar
- Surat Kuasa (jika Pengguna - Tanggal kedaluwarsa
bukan pemilik hak cipta) - Sertifikat Pendaftaran
Hak Cipta Lokal

Desain Indutri = Sertifikat Desain Industri Tanggal Kedaluwarsa
= Putusan Pengadilan terkait
pelanggaran Desain Industri atas
produk terkait
- Surat Kuasa (jika Pengguna bukan
pemilik karya)

- Sertifikat Paten Tanggal Kedaluwarsa
= Putusan Pengadilan terkait

pelanggaran Paten atas produk

terkait
- Surat Kuasa (jika Pengguna bukan

pemilik paten)

Gambar 3.14: Dokumen Pendukung Laporan Pelanggaran
Hak Cipta pada platform Shopee
Sumber Gambar: web Shopee Pusat Edukasi Penjual

2.) Mengajukan  kasus  pelanggaran:  Setelah
pendaftaran disetujui, pelapor dapat mengajukan
kasus pelanggaran yang akan diselidiki oleh tim
marketplace Shopee.

3.) Dokumen yang diperlukan: Jenis dokumen yang
perlu disertakan bergantung pada jenis HAKI yang
dilaporkan. Marketplace Shopee akan menyimpan
dokumen untuk memudahkan pengecekan di masa

mendatang.'®

14Shopee, “Melaporkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI)”, https://seller.shopee.co.id/edu/article/18621.
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4.) Manajemen kasus: Pelapor dapat melacak semua
kasus yang diajukan dan mengelola kasus yang
sedang berlangsung maupun yang sudah selesai.

5. Penanganan kasus pelanggaran HAKI oleh marketplace
Shopee.1%®

a. Proses penanganan laporan: marketplace Shopee
menanggapi setiap laporan pelanggaran dengan serius.
Tim marketplace Shopee akan melakukan investigasi
mendalam untuk memverifikasi laporan pelanggaran.

b. Komunikasi dengan pihak terkait: Tim marketplace
Shopee akan menghubungi pihak yang melaporkan dan
pihak yang dilaporkan untuk mengumpulkan bukti
pendukung, jika diperlukan.

C. Hasil penyelidikan: Setelah investigasi selesai, kedua
belah pihak akan diberitahu hasil dan tindakan lanjutan,
seperti penghapusan produk yang terbukti melanggar
HAKI.

d. Hak penjual untuk mengajukan banding: Jika penjual
tidak setuju dengan keputusan marketplace Shopee,
penjual dapat menghubungi customer service
marketplace Shopee untuk bantuan lebih lanjut

mengenai pengajuan banding.

195Shopee, “Melaporkan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI)”, https://seller.shopee.co.id/edu/article/18621.
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BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
PLATFORM MARKETPLACE SHOPEE DALAM
MENCEGAH PELANGGARAN HAK CIPTA JUAL
BELI E-BOOK BAJAKAN

A. Analisis Upaya Perlindungan Hukum Platform
Marketplace Shopee Dalam Mencegah Pelanggaran
Terhadap Hak Cipta, Pada Praktik Jual Beli E-Book
Bajakan.

Pembahasan mengenai analisis upaya perlindungan
hukum platform marketplace dalam mencegah pelanggaran hak
cipta pada jual beli e-book bajakan, perlu diawali dengan
penjelasan kedudukan platform marketplace dalam upaya
perlindungan hukum hak cipta ini. Berdasarkan perannya,
platform marketplace berfungsi sebagai fasilitator yang
menyediakan tempat dan lapak bagi terlaksananya transaksi jual
beli secara daring. Sebagai fasilitator, platform marketplace
seperti Shopee memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap
transaksi yang berlangsung di dalam platformnya aman,
terpercaya, dan bebas dari unsur-unsur yang melanggar hukum.,'%
Pasal 10 dan 114 undang-undang hak cipta menyatakan
bahwasanya:

16Fauzan, Imaniyati, dan Hakim, “Tanggung Jawab.” h. 737-43.
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Pasal 10:
Pengelola  tempat  perdagangan  dilarang
membiarkan penjualan dan/atau penggandaan
barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak
Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 114:
Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan
dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan
mengetahui membiarkan penjualan  dan/atau
penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta
dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang
dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10, dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*”’

Ketentuan pasal 10 dan 114 Undang-Undang Hak Cipta
ini secara jelas memberikan tanggung jawab kepada pengelola
tempat perdagangan untuk tidak membiarkan adanya aktivitas
penjualan atau penggandaan barang yang melanggar hak cipta di
area yang mereka kelola. Artinya, pengelola harus melakukan
upaya aktif dalam mengawasi dan mencegah beredarnya produk-
produk ilegal yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak
cipta. Dalam konteks platform digital, hal ini relevan untuk
platform marketplace seperti Shopee, yang menyediakan ruang
bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara
daring.

W7Pasal 10 dan 114 UU No. 28 Tahun 2014.
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Kenyataannya, pelanggaran hak cipta masih banyak
terjadi di berbagai platform marketplace di Indonesia. Salah satu
contohnya adalah penjualan e-book bajakan yang terus
berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Laporan Ikatan
Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tahun 2020 mengungkapkan
bahwa lebih dari 54% penjualan e-book bajakan dilakukan melalui
platform marketplace selama pandemi COVID-19.1% Angka ini
menggambarkan adanya kelemahan dalam upaya perlindungan
hukum serta kurangnya efektivitas mekanisme perlindungan yang
diterapkan oleh platform marketplace. Meskipun regulasi yang
mengatur hak cipta sudah ada, praktik pelanggaran masih sulit
untuk dihentikan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan
pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas agar hak
cipta dapat terlindungi dengan baik di ruang digital ini.

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur konten hak
cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 hingga 56. Ketiga pasal
tersebut memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mencegah
dan menindak pelanggaran hak cipta, terutama di ruang digital
seperti platform marketplace. Untuk memaksimalkan upaya
pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait sebagaimana
diatur dalam ketiga pasal tersebut, dilakukan kerja sama dengan
menteri di bidang komunikasi dan informatika.’®® Menanggapi
persoalan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika menerbitkan

108«] aporan Hasil Riset Perbukuan.”
19pasal 56 UU No. 28 Tahun 2014.
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Surat Edaran Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan
Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant)
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce)
yang Berbentuk User Generated Content.

Surat edaran ini disusun dengan tujuan memberikan
pedoman bagi penyedia dan pengelola platform berbentuk User
Generated Content (UGC), agar dapat menentukan serta
memahami batasan dan tanggung jawab yang perlu diperhatikan
dalam mengelola kegiatan perdagangan melalui sistem daring. '

Peraturan lain yang perlu diperhatikan oleh platform
marketplace dalam mengelola platformnya adalah Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Salah satu aturan yang
terdapat di dalamnya mengatur tentang tanggung jawab dan
kewajiban  Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE).

Platform  marketplace  seperti  Shopee  dapat
memanfaatkan  ketentuan ini  sebagai panduan untuk
meningkatkan upaya mereka dalam mengembangkan teknologi
pengawasan proaktif, mempercepat respons terhadap laporan
pelanggaran, serta bekerja sama dengan pemerintah dan pemilik
hak cipta untuk memberantas konten ilegal.!** Selain itu, platform

10K ementrian Komunikasi dan Informatika RI, Surat Edaran
Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016.

"Ferdi Ansa, Haerul Umam, dan Muhammad Taufik Asrianto,
“Tanggung Jawab Pihak Pengelola Aplikasi Jual Beli Online (Shopee)
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marketplace juga dapat menyediakan edukasi kepada pengguna
dan penjual mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hak cipta.
Dengan implementasi yang baik, platform marketplace seperti
Shopee tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga memperkuat
citra mereka sebagai platform yang terpercaya dan mendukung
perlindungan hak cipta.

Pembahasan  berikut akan menganalisis upaya
perlindungan hukum yang dilakukan oleh platform marketplace
Shopee dalam mencegah pelanggaran hak cipta, khususnya
praktik jual beli e-book bajakan. Analisis ini mengacu pada
pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 mengenai
kewajiban dan tanggung jawab penyedia platform User
Generated Content (UGC), serta beberapa pasal yang mengatur
kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara perdagangan
melalui sistem elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Analisis ini difokuskan pada kedua kebijakan tersebut
karena di dalamnya terdapat pedoman yang jelas mengenai
kewajiban dan tanggung jawab platform dalam mengelola konten
yang diunggah oleh pengguna. Pedoman ini mencakup kewajiban
dalam pencegahan serta penanganan pelanggaran hak cipta.

Berikut ini pembahasan mengenai analisis hukumnya.

Terhadap Penjualan Produk Tiruan Merek Terkenal,” UNES Law Review
6, no. 2. h. 6884-6891.
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Kewajiban penyedia platform UGC menurut Surat
Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2016 meliputi hal-hal berikut:'?

a. Menyajikan syarat dan ketentuan penggunaan platform
UGC yang sekurang-kurangnya memuat mengenai:
kewajiban dan hak pedagang (merchant) atau pengguna
dalam penggunaan layanan platform, kewajiban dan hak
penyedia platform dalam melaksanakan kegiatan usaha
platform, dan ketentuan mengenai pertanggungjawaban
terhadap konten yang diunggah.

b. Menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk
menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang di
platform UGC yang dikelolanya, untuk mendapatkan
informasi paling sedikit meliputi: tautan yang spesifik
mengarah pada konten yang dilarang, alasan/dasar laporan
konten yang dilarang, bukti-bukti penunjang laporan (seperti
screenshot, pernyataan, sertifikat merek, surat kuasa.)

C. Melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan atas
konten, antara lain: melakukan pemeriksaan kebenaran
laporan, melakukan tindakan penghapusan konten dan/atau
pemblokiran terhadap konten yang dilarang, pemberian
notifikasi pada pedagang bahwa konten yang diunggahnya
merupakan konten yang dilarang, menyediakan sarana bagi
pedagang untuk melakukan sanggahan, menolak aduan

12K ementrian Komunikasi dan Informatika RI, Surat Edaran
Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016.
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dan/atau pelaporan apabila konten yang dilaporkan bukan
merupakan konten yang dilarang.

d. Memperhatikan jangka waktu penghapusan dan/atau
pemblokiran terhadap pelaporan konten yang dilarang,
dalam hal konten dilarang yang berkaitan dengan barang
dan/atau jasa yang memuat konten pelanggaran hak
kekayaan intelektual adalah selambat-lambatnya empat
belas hari kalender sejak aduan diterima oleh penyedia
platform dengan dilengkapi oleh bukti pendukung yang
diperlukan.

e. Melakukan evaluasi dan/atau monitoring secara aktif
terhadap kegiatan penyelenggaraan pedagang (merchant)
dalam platform UGC.

f. Mematuhi kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.'*®

Tanggung jawab penyedia platform User Generated

Content (UGC) menurut Surat Edaran Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor 5 Tahun 2016 meliputi hal-hal berikut:

a. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik
dan pengelolaan konten di dalam platform secara andal,

aman, dan bertanggung jawab.

13K ementrian Komunikasi dan Informatika RI, Surat Edaran
Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016.
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b. Ketentuan huruf (a) di atas tidak berlaku dalam hal dapat
dibuktikan terjadinya kesalahan dan/atau kelalaian dari
pihak pedagang (merchant) atau pengguna platform. 4

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga mengatur kewajiban
dan tanggung jawab Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (PPMSE) terhadap konten yang dikelola dalam
transaksi perdagangan elektronik. Penyelenggara Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) merujuk pada pelaku usaha
yang menyediakan sarana komunikasi elektronik untuk transaksi
perdagangan,''® atau dapat disebut sebagai penyedia platform.
Sementara itu, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)
adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui
perangkat dan prosedur elektronik,**® seperti platform
marketplace. Aturan tersebut tertuang dalam beberapa pasal yang
memberikan pedoman terkait tanggung jawab PPMSE, sebagai
berikut:

Pasal 22
(1) Jika dalam PMSE terdapat konten informasi
elektronik ilegal, maka pihak PPMSE dalam negeri
dan/atau PPMSE [uar negeri serta Penyelenggara
Sarana Perantara bertanggung jawab atas dampak
atau konsekuensi hukum akibat keberadaan konten
informasi elektronik ilegal tersebut.

4K ementrian Komunikasi dan Informatika RI, Surat Edaran
Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016.

USPasal 1 Ayat 11, PP No.80 Tahun 2019.

16pasal 1 Ayat 2, PP No.80 Tahun 2019.
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku apabila PPMSE dalam negeri
dan/atau PPMSE luar negeri yang bersangkutan
bertindak cepat untuk menghapus link elektronik
dan atau konten informasi elektronik ilegal setelah
mendapat pengetahuan atau kesadaran.

Pasal 23
Untuk menghindari atau merespon adanya konten
informasi elektronik ilegal, PPMSE dalam negeri
dan/atau PPMSE luar negeri wajib:

a. menyajikan syarat penggunaan atau perjanjian
lisensi kepada penggunanya untuk melakukan
pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. menyediakan sarana kontrol teknologi dan/atau
sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat
terhadap keberadaan konten informasi elektronik
ilegal ataupun penyalahgunaan ruang pada Sistem
Elektronik  yang dikelolanya sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan
bahwa pelanggaran terhadap Pasal 23 dapat dikenakan sanksi
administratif yang berupa: peringatan tertulis, dimasukkan dalam
daftar prioritas pengawasan, dimasukkan dalam daftar hitam,
pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau
PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang, dan/atau

pencabutan izin usaha.'!’

17pasal 80, PP No.80 Tahun 2019.
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Marketplace Shopee, sebagai salah satu platform
marketplace  besar, telah memiliki kebijakan untuk
menanggulangi pelanggaran hak cipta. Kebijakan tersebut dapat
dilihat secara lengkap melalui situs resminya yang disebut Shopee
Pusat  Edukasi  Penjual. Adapun, kebijakan dan upaya
perlindungan hukum marketplace Shopee untuk mencegah
pelanggaran hak cipta, apabila ditinjau dengan Peraturan
Pemerintah yang berlaku serta pedoman pemerintah melalui Surat
Edaran Menteri mengenai kewajiban dan tanggung jawab
penyedia platform, memiliki beberapa kesesuaian.

Beberapa kesesuaian yang dimaksudkan adalah
kebijakan marketplace Shopee yang mencantumkan syarat dan
ketentuan pengguna platform, yang menyatakan bahwa penjual
bertanggung jawab untuk memastikan produk yang dijual,
termasuk deskripsi dan foto, tidak melanggar Hak Kekayaan
Intelektual (HAKI) milik pihak lain.''® Hal ini sesuai dengan
pedoman dalam surat edaran, pada poin (a), yang menjelaskan
perlunya ketentuan mengenai pertanggungjawaban atas konten
yang diunggah.

Kebijakan marketplace Shopee mengenai syarat dan
ketentuan tersebut juga sejalan dengan peraturan dalam Pasal 23
ayat (a), yang mewajibkan penyediaan syarat penggunaan atau
perjanjian lisensi kepada penggunanya. Hal ini bertujuan agar
pemanfaatan platform dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, sebagai upaya untuk menghindari

U8Shopee, “Kebijakan Pelanggaran.”
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dan merespons adanya konten informasi elektronik ilegal. Adapun
yang dimaksud dengan konten informasi elektronik ilegal adalah
konten yang dilarang atau bersifat melawan hukum, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.!*®

Upaya perlindungan hukum marketplace Shopee untuk
mencegah pelanggaran hak cipta lainnya, adalah dengan
disediakannya sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk
menyampaikan aduan mengenai konten yang melanggar HAKI,
melalui platform yang dikhususkan kepada pemegang HAKI atau
hak cipta, yang disebut dengan platform Shopee Brand IP
Portal**® Selain itu marketplace Shopee juga menyediakan
panduan mengenai proses pelaporan pelanggaran HAKI dalam
situs resminya. Upaya-upaya dan kebijakan tersebut sesuai
dengan poin (b) mengenai kewajiban penyedia platform UGC
dalam Surat Edaran Menteri Tentang Kewajiban Dan Tanggung
Jawab Penyedia Platform UGC yang disebutkan sebelumnya.

Kebijakan marketplace Shopee mengenai penyediaan
sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan
aduan mengenai konten yang melanggar HAKI juga sejalan
dengan peraturan dalam Peraturan Pemerintah tentang
perdagangan melalui sistem elektronik, Pasal 23 ayat (b). Pasal
tersebut mewajibkan penyediaan sarana kontrol teknologi

dan/atau sarana penerimaan laporan atau aduan masyarakat

19Penjelasan Pasal 22 Ayat 1 Pemerintah Republik Indonesia, PP
No.80 Tahun 2019.
120Shopee, “Melaporkan Pelanggaran.”
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terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal atau
penyalahgunaan ruang pada Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Pedoman dan arahan pemerintah terkait kewajiban
penyedia platform dalam poin (c) surat edaran tersebut di atas juga
telah diterapkan dalam kebijakan marketplace Shopee. Laporan
terhadap konten terlarang pada platform marketplace Shopee akan
melalui beberapa proses terlebih dahulu, yakni proses
pemeriksaan kebenaran yang mana pelapor wajib menyertakan
bukti adanya pelanggaran pada konten yang diunggah seorang
pedagang, setelah proses pemeriksaan dilakukan marketplace
Shopee akan memberitahukan hasilnya kepada kedua belah pihak
baik pelapor maupun pedagang,'?* apabila konten terbukti
melanggar maka marketplace Shopee akan memberikan notifikasi
kepada penjual yang diduga melanggar hak cipta, dengan
memberikan waktu 3 hari untuk memperbaiki pelanggaran
tersebut. Apabila penjual tidak mengambil tindakan dalam jangka
waktu yang ditentukan, marketplace Shopee akan menangguhkan
akun hingga masalah terselesaikan.'??

Penjual yang tidak setuju dengan keputusan marketplace
Shopee terhadap hasil laporan pelanggaran hak cipta, dapat
menghubungi customer service Shopee untuk bantuan lebih lanjut
mengenai pengajuan banding. Penjual yang produk atau akunnya

di blokir dapat mengajukan banding jika yakin tidak melanggar

121Shopee, “Melaporkan Pelanggaran.”
122Shopee, “Memahami Hak Kekayaan Intelektual.”
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HAKI. Dokumen pendukung seperti Surat Kuasa atau Surat Izin
Penjualan dari pemilik HAKI diperlukan sebagai bukti.!?3

Langkah-langkah ini tampaknya kurang efektif dalam
mencegah pelanggaran hak cipta, mengingat praktik jual beli e-
book bajakan masih marak terjadi di marketplace Shopee.
Penegakan hukum internal marketplace Shopee dalam hal ini
dianggap masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya
pelanggaran.’®* Namun, kekurangan ini tidak sepenuhnya dapat
dikatakan sebagai kesalahan penyedia platform, melainkan juga
akibat kurangnya pengaturan pemerintah mengenai upaya
pencegahan pelanggaran hak cipta pada konten-konten di
platform digital.

Kewajiban platform UGC berdasarkan imbauan
pemerintah dalam Surat Edaran Menteri masih terbatas pada
penanganan dan pelaporan konten terlarang. Upaya pencegahan
terhadap konten semacam itu hanya mencakup imbauan agar
platform UGC menyediakan syarat dan ketentuan penggunaan
yang memuat kewajiban serta tanggung jawab pedagang atas
konten yang mereka unggah.”® Namun, pencegahan dan
pengelolaan konten secara lebih lanjut sangat bergantung pada

kebijakan internal masing-masing platform.

123Shopee Indonesia, “Memperbaiki Daftar Produk yang
Dilaporkan Karena Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),”
diakses 9 Desember 2024, https://seller.shopee.co.id/edu/article/18607.

124Ansa, Umam, dan Asrianto, “Tanggung Jawab Pihak Pengelola
Aplikasi.” h. 6884-6891.

125Ansa, Umam, dan Asrianto, “Tanggung Jawab Pihak Pengelola
Aplikasi.” h. 6884-6891.
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Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang
menetapkan kewajiban PPMSE atau penyelenggara platform
terkait pengelolaan konten ilegal. Peraturan ini membatasi upaya
pencegahan pada penyediaan kebijakan berupa syarat penggunaan
atau perjanjian lisensi bagi pengguna. Selain itu, kewajiban
penanggulangan hanya mencakup penyediaan sarana kontrol
teknologi serta penerimaan laporan atau aduan masyarakat terkait
konten elektronik ilegal maupun penyalahgunaan sistem
elektronik yang dikelola.*?®

Meskipun peraturan tersebut mengatur penyediaan
sarana  pelaporan,  langkah-langkah  lanjutan  untuk
menindaklanjuti konten ilegal tidak dijelaskan secara rinci.
Kebijakan mengenai langkah penanganan diserahkan sepenuhnya
kepada masing-masing pengelola platform. Dengan demikian,
baik Surat Edaran Menteri maupun Peraturan Pemerintah masih
memiliki kekurangan dalam menekankan kewajiban penyediaan
sarana pencegahan yang memadai, terutama untuk mengatasi
konten yang melanggar hak cipta dalam platform digital.

Marketplace Shopee, sebagai platform berbasis user-
generated content (UGC), adalah platform yang kontennya dibuat
dan/atau diunggah secara mandiri oleh pedagang (merchant),
bukan oleh penyedia platform. Oleh karena itu, tanggung jawab
atas pelanggaran hak cipta pada konten di dalam platform tersebut

126pasal 23 PP No.80 Tahun 2019.
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tidak menjadi tanggung jawab marketplace Shopee.'?’ Ketentuan
ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang kewajiban dan
tanggung jawab penyedia platform UGC. Surat edaran tersebut
menyatakan bahwa tanggung jawab platform berbasis UGC atas
penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten hanya
berlaku jika kesalahan dan/atau kelalaian berasal dari penyedia
platform. Apabila terbukti kesalahan berasal dari pedagang atau
pengguna, tanggung jawab tidak lagi berada pada marketplace
Shopee. 1?8

Marketplace Shopee juga menetapkan kebijakan internal
untuk memastikan kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual
(HAKI). Dalam kebijakan ini, tanggung jawab utama diberikan
kepada penjual untuk memastikan bahwa produk yang mereka
jual tidak melanggar HAKI. Penjual yang melanggar dapat
dikenakan sanksi berupa penghapusan produk, pemberian poin
penalti, hingga pembatasan akun.'?® Kebijakan ini sejalan dengan
anjuran dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2016. Kebijakan ini dirancang untuk
menimbulkan efek jera bagi penjual yang tidak patuh. Namun,
kenyataan bahwa e-book bajakan masih mudah ditemukan di
platform tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini

masih lemah.

12"Hartono, “Kajian Aspek Hukum Perjanjian.” h. 68.

128K ementrian Komunikasi dan Informatika RI, Surat Edaran
Kementrian Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016.

129Shopee, “Penalti Pelanggaran.”
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Kelemahan kebijakan yang terkandung dalam platform
berbasis user-generated content (UGC) ini, terletak pada
kurangnya penekanan dari pemerintah dalam Surat Edaran
Menteri mengenai tanggung jawab penyelenggara platform
terhadap pengelolaan dan pengawasan konten yang diunggah oleh
pengguna.’®*® Meskipun e-book di platform UGC seperti
marketplace Shopee diunggah oleh penjual, ini tidak berarti
bahwa pengelola platform dapat melepaskan diri dari tanggung
jawab dalam mencegah atau mengelola konten ilegal. Platform
marketplace berfungsi sebagai fasilitator dan penyelenggara,
sehingga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa konten
yang diperdagangkan di dalamnya tidak melanggar ketentuan
hukum yang berlaku.**!

Perbedaan mendasar terlihat jika dibandingkan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan
melalui Sistem Elektronik (PMSE), khususnya pada Pasal 22.
Pasal ini menyatakan bahwa penyelenggara PMSE atau penyedia
platform marketplace bertanggung jawab atas dampak atau
konsekuensi hukum akibat keberadaan konten informasi
elektronik ilegal dalam platform yang dikelolanya. Namun, pasal
tersebut memberikan pengecualian jika penyelenggara platform
bertindak cepat untuk menghapus konten ilegal yang ditemukan.

Dengan demikian, meskipun marketplace Shopee memberikan

10Ansa, Umam, dan Asrianto, “Tanggung Jawab Pihak Pengelola
Aplikasi.” h. 6884-6891.
181pasal 22 PP No.80 Tahun 2019.
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tanggung jawab kepada penjual dalam kebijakan internalnya,
Peraturan Pemerintah PMSE lebih menekankan tanggung jawab
pengelola platform atas keberadaan konten ilegal, kecuali jika
pengelola platform telah menghapus konten tersebut segera
setelah mengetahui adanya pelanggaran.*?

Marketplace Shopee, dalam praktiknya, mengandalkan
laporan dari pengguna atau pemilik HAKI melalui Shopee Brand
1P Portal sebagai langkah awal untuk menindak pelanggaran hak
cipta. Mekanisme pengawasan otomatis untuk mendeteksi
pelanggaran tanpa laporan pengguna belum berjalan secara
optimal, sehingga penjual e-book bajakan sering kali tetap dapat
beroperasi hingga ada laporan resmi dari pihak yang dirugikan.
Kurangnya pengawasan proaktif ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan tanggung jawab marketplace Shopee terhadap Pasal
22 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 belum maksimal,
terutama dalam hal penghapusan konten ilegal secara cepat dan
efektif.

Penerapan teknologi yang lebih canggih, seperti sistem
deteksi otomatis yang dapat mengidentifikasi produk bajakan
melalui perbandingan dengan database e-book resmi, perlu
dipertimbangkan oleh marketplace Shopee untuk meningkatkan
efektivitas upaya perlindungan hukum hak cipta. Kemitraan
dengan penerbit resmi juga dapat membantu marketplace Shopee
menindak pelanggaran dengan lebih cepat dan efisien, serta

meningkatkan  edukasi  penjual mengenai  pentingnya

132pasal 22 PP No.80 Tahun 2019.
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menghormati hak cipta. Insentif kepada penjual yang patuh,
seperti keuntungan eksklusif atau peningkatan visibilitas mereka
di platform, juga dapat diberikan oleh marketplace Shopee.

Kesimpulannya, meskipun marketplace Shopee telah
memiliki kebijakan untuk melindungi hak cipta, implementasinya
masih belum maksimal, sehingga praktik jual beli e-book bajakan
masih marak. Selain itu sistem pencegahan marketplace Shopee
dalam mencegah penyebaran konten yang melanggar hak cipta
masih sangat kurang. Untuk mengatasi hal ini, marketplace
Shopee perlu memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat
teknologi deteksi, serta memperkuat kemitraan dengan pemilik
hak cipta. Upaya ini akan membantu marketplace Shopee
menciptakan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi pemilik
hak cipta.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upaya
Perlindungan Hukum Platform Marketplace Shopee,
Dalam Mencegah Praktik Jual Beli E-Book Bajakan
Pada Platform Marketplace.

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal
dengan istilah haq al-Ibtikar. Dalam ruang lingkup haq al-
ibtikar (hak cipta) maka lafaz "haq" adalah kewenangan atau
kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (al-
ibtikar). Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan
bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak
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mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.!® Pengertian peraturan
perundangan yang yang berlaku dalam fatwa ini merujuk
kepada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang
ada di Indonesia.*®*

Hak cipta, jika dipandang berdasarkan sebab-sebab
tetapnya sebuah hak, disebabkan oleh kerja dan kesungguhan
seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah
sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Dalam QS. an-

Nisa’ ayat 29 dan QS. al-Bagarah ayat 188 disebutkan:

@ °
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak
benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka
di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. 4 [an-Nisa’]: 29)'*

HKI.

13Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Tentang Perlindungan

13 Haris, Akbar, dan Taufan, “Hak Cipta (Copyright).” h. 68-72
1K ementrian Agama R1, Mushaf Al-Hikmah, 82.



98

3 18T A8 ) s 135 bl oS 1T 8% s
Oalas \j(% uﬁu\ JIsf 2

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,
supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal
kamu mengetahui.” (Q.S. 2 [al-Baqarah]: 188)'%

Perlindungan atas haq al-ibtikar (hak cipta)
merupakan salah satu bentuk dari menjaga ad-daririyyat al-
khamsah (lima kebutuhan pokok), yakni menjaga harta (hifzu
al-mal),"®" yang merupakan tujuan utama syariah Islam
(magqasid syariah) dalam menjaga kemaslahatan.

Hal-hal yang mengacu pada perlindungan dan
penerapan magqasid syariah dapat diartikan sebagai suatu
maslahat.  Sebaliknya, perusakan dan pelanggaran
terhadapnya disebut sebagai darirat. Oleh sebab itu,
perlindungan hak cipta termasuk kemaslahatan, sedangkan
pelanggaran terhadap hak cipta merupakan salah satu bentuk
darirat yang perlu dicegah dan dihilangkan. Salah satu
fenomena pelanggaran hak cipta yang marak adalah jual beli
e-book bajakan di platform marketplace, salah satunya pada

platform marketplace Shopee.'*®

1K ementrian Agama RI, Mushaf Al-Hikmah, h. 29.

137K omisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Tentang
Hak Cipta.

18Busyro, Magashid Al-Syariah, h. 122.
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Platform marketplace merupakan pihak yang
menawarkan jasa sebagai fasilitator penyedia lapak bagi
terlaksananya transaksi jual beli secara daring. Sebagai
fasilitator, marketplace berfungsi untuk mempertemukan
penjual dan pembeli dalam ruang digital tanpa terlibat
langsung dalam proses pengadaan barang atau jasa yang
diperjualbelikan, selain itu platform marketplace juga
bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran transaksi
secara teknis seperti penyediaan platform, sistem
pembayaran, dan pengelolaan data.’®® Namun, peran ini tidak
hanya terbatas pada aspek teknis, karena marketplace Shopee
juga memegang kewenangan penting untuk mengawasi
konten yang diunggah oleh penjual.

Islam mengatur agar setiap transaksi didasarkan pada
prinsip-prinsip dasar muamalah, salah satunya adalah prinsip
keadilan dan larangan perbuatan zalim. Berdasarkan prinsip
ini, marketplace sebagai fasilitator transaksi digital memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanannya tidak
digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum, termasuk
pelanggaran hak cipta.® Jika marketplace membiarkan
konten ilegal seperti e-book bajakan tanpa mengambil
tindakan pencegahan, hal ini dapat dianggap sebagai kelalaian

139Ratih Widowati, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak
Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace,” Jurnal Analisis
Hukum 5, no. 2 (25 September 2022): h. 220-30.

140Zhafiirin, Malik, dan Hidayat, “Tinjauan Prinsip Muamalah.” h.
1-8.
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dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola
ckosistem transaksi.}*! Selain itu, tindakan tersebut juga
bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan berbuat
zalim dalam muamalah. Oleh karena itu, dengan kewenangan
yang dimiliki, marketplace harus aktif mengawasi konten
yang diunggah di platformnya untuk memastikan bahwa
produk yang dijual sesuai dengan hukum positif dan prinsip
syariah.

Tanggung jawab utama atas produk ilegal berada
pada penjual sebagai pihak yang mengunggah konten
tersebut, sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga
ekosistem transaksi yang adil. Namun, pembeli juga tidak
lepas dari tanggung jawab moral dan hukum jika menyadari
bahwa barang yang dibeli melanggar hukum tetapi tetap
melanjutkan transaksi.’*?> Dalam konteks hukum Islam,
transaksi yang melibatkan barang haram atau ilegal dianggap
tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip kehalalan dan
keadilan dalam muamalah.** Prinsip ini menegaskan bahwa
setiap pihak dalam transaksi, baik penjual, pembeli, maupun
fasilitator seperti marketplace, harus berperan aktif dalam
menjaga keabsahan dan kehalalan transaksi guna menghindari

perbuatan zalim.

141pasal 22 PP No.80 Tahun 2019.

1%2Hartono, “Kajian Aspek Hukum Perjanjian.” h. 72.

%31dris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah,
“Prinsip-Prinsip Dasar.” h. 113-24
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Marketplace Shopee merupakan salah satu platform
marketplace terbesar di antara platform-platform marketplace
yang ada di Indonesia, dalam hal ini marketplace Shopee juga
merupakan salah satu platform marketplace yang di dalam
platformnya banyak ditemukan dengan mudah penjual e-book
bajakan. Maraknya jual beli e-book bajakan pada platform
marketplace Shopee ini merupakan suatu hal yang seharusnya
segera dihilangkan, dalam hal ini marketplace Shopee telah
melakukan upaya penanganan terhadap pelanggaran hak
cipta, namun demikian dalam praktiknya e-book bajakan
dapat dengan mudahnya ditemukan pada platform ini hanya
dengan mencarinya pada kolom pencarian.

Peran marketplace Shopee sebagai fasilitator tidak
sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. marketplace Shopee
memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem
transaksi yang aman, halal, dan adil. Mengabaikan
pelanggaran hukum yang terjadi di platformnya dapat
membuat marketplace Shopee dianggap lalai menjaga
amanah untuk menciptakan ekosistem yang sesuai dengan
prinsip keadilan dan larangan berbuat zalim, keseimbangan,
kehalalan, amanah, serta maslahat.

Marketplace seperti Shopee memiliki kemampuan
untuk mencegah pelanggaran melalui teknologi, contohnya
dengan pengadaan sistem pelaporan, filter otomatis, dan

edukasi kepada penjual.'** Tidak menggunakan kemampuan

¥Mareta, Perlindungan Hak Cipta Buku Di Era Digital. h. 52.
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ini secara optimal dapat membuat marketplace dinilai
berkontribusi secara tidak langsung terhadap pelanggaran
hukum. Oleh karena itu, langkah preventif dan korektif seperti
menghapus konten ilegal, menindak penjual yang melanggar,
serta memberikan edukasi kepada pengguna, menjadi
tanggung jawab marketplace sebagai fasilitator.!*®

Kelalaian marketplace dalam pengawasan dapat
menyebabkan kerugian besar, baik secara hukum maupun
moral, terutama jika pelanggaran dilakukan secara masif.
Sebagai fasilitator yang memiliki kontrol atas ekosistem
transaksi, marketplace Shopee harus mengutamakan prinsip
maslahah dengan menciptakan lingkungan transaksi yang
tidak hanya legal, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah.
Marketplace tidak hanya bertugas menyediakan lapak digital,
tetapi juga menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi
yang terjadi di dalamnya.

Sebelumnya telah dijelaskan pada teori perlindungan
hak cipta dalam hukum Islam, bahwasanya perlindungan hak
cipta dalam Islam terbagi menjadi dua langkah, yakni
perlindungan dari sisi preventif dan perlindungan dari sisi
represif, yang mana pada perlindungan dari sisi preventif,
perlindungan dilakukan melalui hal-hal yang dapat
menegakkan pilar-pilar hak cipta, yakni dengan melakukan
pendaftaran hak cipta dan dibuatnya aturan perpindahan hak.

15Didit Sugiharto, “Analisis Yuridis Atas Jual Beli Buku Bajakan
pada Marketplace,” UNES Law Review 6, no. 4 (2024). h. 9840-9847.
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Sedangkan perlindungan dari sisi represif dilakukan dengan
menjauhi hal-hal yang dapat merusak hak cipta, dengan kata
lain memelihara dari hal-hal yang dapat menafikan eksistensi
hak cipta, yakni dengan tindakan berupa pemberian sanksi
hukuman dalam bentuk tuntutan perdata dan tuntutan
pidana.#

Peninjauan terhadap marketplace Shopee
berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, baik dalam
hal perlindungan hak cipta secara preventif maupun represif,
menunjukkan bahwa marketplace Shopee telah mengambil
langkah-langkah yang sesuai dalam mencegah pelanggaran
hak cipta. Kebijakan pendaftaran dan pengawasan hak cipta
yang diterapkan oleh marketplace Shopee dapat
dikategorikan sebagai upaya preventif.!*’ Selain itu,
marketplace Shopee juga mengimplementasikan sistem
pelaporan dan pemberian sanksi sebagai bagian dari upaya
represif untuk menangani pelanggaran hak cipta yang
terdeteksi di platformnya.4®

Upaya preventif untuk mencegah pelanggaran hak
cipta pada konten yang diunggah oleh penjual tampaknya
masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya. Sejauh
ini, upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh

marketplace Shopee terbatas pada penyediaan syarat dan

8Fauzi, Teori Hak, Harta, dan Istilahi, h. 279.
147Shopee, “Kebijakan Pelanggaran.”
148Shopee, “Melaporkan Pelanggaran.”



104

ketentuan penggunaan platform yang memuat kewajiban dan
pertanggungjawaban pedagang terhadap konten yang
diunggah. Sementara itu, upaya perlindungan lebih
difokuskan pada langkah-langkah represif, yaitu penanganan
terhadap konten yang melanggar hukum.

Upaya pencegahan terhadap penyebarluasan dan
perdagangan konten yang melanggar hukum merupakan
langkah yang sangat krusial. Oleh karena itu, pelaksanaannya
perlu dilakukan secara lebih sistematis dan efektif. Meskipun
upaya perlindungan hukum dari sisi represif juga penting,
banyaknya toko-toko di platform marketplace Shopee yang
menjual e-book bajakan menunjukkan bahwa upaya
pencegahan terhadap pengunggahan konten yang melanggar
hak cipta oleh penjual perlu dilakukan dengan lebih serius.

Platform dengan bentuk user generated content
(UGC) seperti marketplace Shopee memberikan kuasa
kepada penjual untuk mengunggah konten yang akan dijual.
Namun, marketplace Shopee sebagai penyelenggara platform
juga memiliki kewenangan untuk menentukan konten yang
boleh diunggah dan yang dilarang diunggah oleh
penggunanya (penjual).’*® Kewenangan ini seharusnya tidak
hanya tercantum dalam kebijakan, tetapi juga dilaksanakan
melalui upaya pengawasan yang berbentuk tindakan konkret,
seperti pengoptimalan sistem penyaringan.

19Hartono, “Kajian Aspek Hukum Perjanjian.” h. 72.
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Tinjauan hukum terhadap perlindungan hak cipta,
baik dari sisi preventif maupun represif, dapat dilandaskan
pada prinsip-prinsip dasar muamalah serta kaidah fikih, yang
mencakup dua tahapan utama yakni pencegahan dan
penanggulangan. Berdasarkan kerangka tersebut, upaya
perlindungan hukum yang diterapkan oleh marketplace
Shopee dalam mencegah pelanggaran hak cipta terkait jual
beli e-book bajakan dapat dianalisis lebih lanjut sebagai
berikut:

1.) Tahapan Pencegahan
Upaya pencegahan merupakan langkah pertama
yang harus dilakukan untuk menghindari kemudaratan,

seperti yang ditegaskan dalam kaidah
”g\i}‘g\ 2.,\._/&, ’C;Jé j}f’aﬁ” (kemudaratan dicegah sebisa

0% °
-

mungkin) dan ”éjﬁ e sl ’C’ajﬂ" (Mencegah lebih
baik daripada mengobati).*>

Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan
kemudaratan di masa depan sebaiknya dicegah sejak
awal. Membiarkan atau memberi ruang bagi
kemudaratan untuk berkembang akan memperbesar
risiko kerusakan yang dapat memengaruhi berbagai
aspek di sekitarnya. Jika kemudaratan telah terjadi dan

berkembang, akan lebih sulit untuk mengatasinya dan

19Musadad, Qawaid Fighiyyah Muamalah, h. 171.



106

memulihkan keadaan. Oleh karena itu, langkah-langkah
pencegahan awal serta perlindungan yang ketat perlu
dilakukan guna meminimalkan risiko kerusakan di masa
depan.t*

Marketplace Shopee, sebagai platform
marketplace, telah melakukan beberapa upaya
pencegahan, seperti menerapkan kebijakan yang
melarang penjualan produk yang melanggar hak cipta,
termasuk e-book bajakan. Namun, sesuai dengan hasil
penelitian, upaya pencegahan ini masih sering tidak
efektif karena lemahnya pengawasan dan tidak adanya
sistem pemantauan yang aktif terhadap penjualan e-
book bajakan.

Pencegahan kerusakan memiliki posisi yang sangat
penting dalam prinsip kaidah fikih, di mana urgensi ini
menegaskan prioritas pada upaya pencegahan demi
melindungi kemaslahatan, meskipun ada manfaat atau
kemaslahatan yang mungkin terhalang atau hilang
selama proses tersebut.

Urgensi  terhadap upaya pencegahan ini
berdasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi:

‘s Cls oz 33 asld 655" (Menolak

mafsadat lebih utama daripada menarik manfaat).

BIDuski Ibrahim, Al-Qawa'Id Al-Fighiyah (Kaidah-Kaidah Figih)
(Palembang: Noerfikri ,2019), h. 82.
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Kaidah ini menegaskan bahwa menolak mafsadat
(kerusakan) harus lebih diutamakan daripada menarik
manfaat, karena kerusakan dalam bentuk apa pun
berpotensi berkembang menjadi lebih besar dan
merugikan banyak orang di masa depan. Oleh karena itu,
meskipun ada kemungkinan manfaat yang hilang atau
kerugian yang timbul dalam proses pencegahan, hal ini
tetap lebih baik daripada menghadapi kemudaratan yang
lebih besar dan dapat menyakiti banyak pihak.'%?
Sejalan dengan kaidah tersebut, kebijakan yang
lebih ketat serta sistem deteksi yang canggih sangat
diperlukan oleh platform marketplace Shopee untuk
secara otomatis mengidentifikasi pelanggaran, sehingga
meminimalkan peluang terjadinya penjualan e-book
bajakan. Dalam upaya ini, marketplace Shopee mungkin
perlu mengambil langkah tambahan dan menghadapi
tantangan yang lebih kompleks. Meskipun secara
hukum platform marketplace seperti Shopee tidak
bertanggung jawab secara langsung atas konten
pelanggaran hak cipta di platformnya,’™? serta kerugian
lebih banyak dirasakan oleh pemilik hak cipta,
pembenahan kebijakan ini tetap penting. Terlebih lagi,

hal ini menjadi semakin relevan mengingat skala

152Arfan, 99 Kaidah Figh Muamallah Kulliyah. h. 69.
158Hartono, “Kajian Aspek Hukum Perjanjian.” h. 75.
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operasional marketplace Shopee yang terus berkembang
secara global.

Kurangnya efektivitas sistem pencegahan yang
didukung oleh sistem deteksi terbatas milik marketplace
Shopee tidak hanya gagal memenuhi kaidah fikih
tentang pencegahan, tetapi juga bertentangan dengan
prinsip amanah dalam muamalah. Prinsip amanah
menegaskasn bahwasanya, pelaku bisnis, harus
menunjukkan sifat jujur dan amanah.'® Rasulullah
SAW bersabda:

et o &0 3525 0608 2t of 2
u)c;J‘ ce &u}!\ :5;3.545\ j.g:@\» :/w’j
SR5IG IR 35 el Cpkdall

24

“Pedagang yang jujur dan amanah akan
bersama para Nabi dan Syuhada.” (HR.
Tirmidzi dan ad-Daruquthni dalam kitab
Mishkat Mashabih)*>®

Amanah adalah modal utama dalam menciptakan

stabilitas dan kepercayaan di tengah masyarakat.'*

1%4Madjid, “Prinsip-Prinsip Muamalah.” h. 14-28

15A1-Tabrizi, Mishkat. h. 536.

1%61dris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah,
“Prinsip-Prinsip Dasar.” h. 113-24



109

Sebagai badan usaha legal yang resmi, marketplace
Shopee perlu membuktikan bahwa platform-nya dapat
dipercaya dan beroperasi dengan mematuhi hukum. Hal
ini penting agar masyarakat dapat berbelanja serta
bertransaksi dengan nyaman tanpa khawatir tentang
legalitas produk yang dijual. Jika konten yang ada di
platform tidak ditinjau dari segi kepatuhan hukum, dan
tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada penjual
yang mengunggah produk, maka platform ini berisiko
menjadi seperti pasar bebas, di mana objek transaksi
sulit dikendalikan.

Fakta bahwa e-book bajakan, yang merupakan
objek terlarang, marak beredar dan diperjualbelikan di
platform marketplace Shopee, mengindikasikan bahwa
platform tersebut berpotensi melanggar prinsip
kehalalan dalam muamalah. Dalam Islam, segala bentuk
transaksi, baik yang melibatkan barang fisik maupun
digital, harus melibatkan objek yang halal. Islam
melarang aktivitas ekonomi yang melibatkan barang
haram, seperti minuman keras, alat perjudian, atau

17 E_-book bajakan, yang diperoleh tanpa

barang najis.
izin dari pemilik hak cipta, termasuk dalam kategori
barang haram, karena melanggar hak ibtikar (hak cipta)

dan diperoleh dengan cara yang tidak sah.

17 dris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah,
“Prinsip-Prinsip Dasar.” h. 113-24
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Marketplace Shopee, sebagai salah satu platform
terbesar di Asia Tenggara, perlu meningkatkan sistem
penyaringan untuk barang-barang terlarang, terutama
saat verifikasi produk yang diunggah pertama kali.
Berdasarkan temuan penulis, banyak e-book bajakan
yang diunggah menggunakan gambar produk berupa
flyer (gambar pamflet digital), yang sulit dideteksi oleh
sistem verifikasi otomatis.

Hal ini menjadi tantangan bagi marketplace
Shopee dalam memverifikasi keaslian produk. Dengan
kemajuan teknologi, seperti kemampuan membaca teks
pada gambar, penulis percaya peningkatan sistem
penyaringan ini dapat membantu mencegah pelanggaran
hak cipta di platform. Selain itu, perbaikan sistem ini
tidak hanya melindungi hak cipta, tetapi juga
memperkuat posisi marketplace Shopee sebagai
platform yang bertanggung jawab, transparan, dan
terpercaya di mata pengguna dan pemilik hak cipta.

Selain itu pada sistem deskripsi produk, menurut
penulis penting bagi marketplace Shopee untuk juga
meninjau kebolehan produk yang diunggah melalui
deskripsi produk, dengan menggunakan teknologi
deteksi otomatis, yang saat ini penulis rasa dapat
dilakukan dengan mudah bagi platform digital besar
seperti marketplace Shopee.
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2.) Tahapan Penanggulangan
Tahapan kedua adalah penanggulangan, yakni
merupakan upaya yang dilakukan apabila proses
pencegahan gagal atau tidak mampu mencegah
terjadinya pelanggaran hak cipta, sehingga pelanggaran
tersebut telah terjadi dan berlangsung, dalam hal ini
didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi:

~

”\i-)i :);Q N j}f’aﬂ” (kemudaratan tidak terjadi
sejak lama).™®

Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu kemudaratan
tidak boleh dibiarkan hanya karena telah terjadi sejak
awal atau sudah berlangsung lama. Oleh karena itu,
apabila tahap pencegahan gagal mencegah terjadinya
kemudaratan atau jika kemudaratan terlambat
teridentifikasi, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan
untuk membiarkannya. Meskipun perbaikan dan
penanggulangan kerusakan lebih sulit daripada
pencegahan, perbaikan tersebut tetap harus dilakukan.!*®

Kesulitan yang dihadapi dalam proses tersebut
dianggap lebih baik dibandingkan kesulitan yang harus
dihadapi jika kerusakan dan kemudaratan dibiarkan
berkembang, yang pada akhirnya dapat membawa

kerugian lebih besar dan memengaruhi lebih banyak

18Musadad, Qawaid Fighiyyah Muamalah, h. 174.
Musadad, Qawaid Fighiyyah Muamalah. h. 174.
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orang. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi
" :/A_,_/%I\ Q}fdb j\; e[ j;:‘aﬁ” (kemudaratan yang
lebih berat dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang
lebih ringan). Kaidah ini menjelaskan bahwa jika
seseorang dihadapkan pada dua kemudaratan dengan
tingkat keparahan berbeda, maka ia harus memilih untuk
menanggung kemudaratan yang lebih ringan. '

Demikian pula, bagi marketplace Shopee sebagai
pengelola platform, marketplace Shopee memiliki
kewajiban untuk menanggulangi pelanggaran hak cipta
atas jual beli e-book bajakan yang terjadi di dalam
platformnya. Marketplace Shopee tidak boleh
membiarkan pelanggaran tersebut hanya karena telah
luput dari sistem pencegahan milik platform.

Tindakan marketplace Shopee dalam menyediakan
Shopee Brand IP Portal sebagai sarana pelaporan bagi
pemegang HAKI yang haknya dilanggar merupakan
langkah yang tepat. Selain itu, fitur pelaporan konten
yang tersedia pada platform juga memperkuat
pengawasan terhadap produk yang melanggar hak cipta.
Marketplace Shopee telah menetapkan kebijakan
represif yang jelas mengenai hukuman dan penalti bagi

161

penjual yang melanggar hak cipta.® Namun, masih

19Musadad, Qawaid Fighiyyah Muamalah. h. 175.
81Shopee, “Penalti Pelanggaran.”
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banyaknya toko yang menjual produk yang melanggar
HAKI, seperti e-book bajakan, menunjukkan bahwa
sistem pelaporan yang ada belum sepenuhnya efektif.

Hal ini terjadi karena hanya pemilik hak cipta yang
berwenang untuk melaporkan pelanggaran, sesuai
dengan prinsip delik aduan yang diatur dalam Pasal 120
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta.'62

Meskipun marketplace Shopee telah menyediakan
mekanisme pelaporan dan memiliki kebijakan penalti
yang jelas, efektivitas pengawasan dan penegakan
hukum di platform ini sangat bergantung pada
kolaborasi lebih lanjut dengan pemilik hak cipta dan
pihak berwenang. Fakta bahwa marketplace Shopee
telah menyediakan mekanisme pelaporan dan memiliki
kebijakan penalti yang jelas, namun masih banyak
ditemukan e-book bajakan yang melanggar hak cipta,
menunjukkan kurangnya inisiatif dari pemilik hak cipta
sendiri untuk melaporkan pelanggaran tersebut.

Penanggulangan pelanggaran hak cipta yang
efektif menjadi sulit tanpa adanya pelaporan langsung
dari pemilik hak cipta.'®® Hal ini tentunya menyulitkan
pengelola platform seperti marketplace Shopee. Kaidah
fikih sebelumnya menyatakan bahwa pelanggaran atau

182Widowati, “Penegakan Hukum.” h. 220-30.
183Widowati, “Penegakan Hukum.” h. 220-30.
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kerusakan tidak boleh dibiarkan begitu saja hanya
karena telah terjadi dan sulit untuk dihilangkan. Jika
pelanggaran yang jelas dibiarkan, hal tersebut dapat
menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian
hari.

Pasal 10 UU Hak Cipta menegaskan bahwa
pengelola tempat perdagangan, termasuk platform
seperti marketplace Shopee, dilarang membiarkan
penjualan barang yang melanggar HAKI. Pasal 22
Peraturan Pemerintah nomor 80 Tahun 2019 tentang
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menegaskan
bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem
elektronik (PPMSE) atau penyelenggara platform
marketplace bertanggung jawab terhadap konten yang
melanggar hukum di platformnya, kecuali bila
penghapusan terhadap konten tersebut segera dilakukan
saat diketahui oleh pengelola platform, baik karena
adanya laporan maupun berdasarkan temuan sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut marketplace
Shopee perlu mengambil langkah preventif terhadap
konten yang jelas melanggar hak cipta, seperti e-book
bajakan, dengan menutup konten tersebut terlebih
dahulu, tidak hanya mengandalkan laporan dari pemilik
hak cipta saja.!®* Sementara itu, marketplace Shopee
dapat bekerja sama dengan pemilik hak cipta dan pihak

164pasal 22 PP No.80 Tahun 2019.
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berwenang untuk melaksanakan tindakan hukum lebih
lanjut. Tanggung jawab marketplace Shopee terhadap
pemilik toko telah dijelaskan dalam syarat dan kebijakan
awal, sehingga marketplace Shopee cukup memberikan
notifikasi mengenai indikasi produk yang melanggar
hak cipta. Dalam hal ini, pedagang hanya perlu
membuktikan bahwa produk mereka tidak melanggar
hak cipta sesuai prosedur yang berlaku pada umumnya.
Prinsip amanah dalam muamalah memandang
perlunya marketplace Shopee untuk menjaga
kepercayaan sebagai platform yang memfasilitasi jual
beli, serta mengharuskan marketplace Shopee bertindak
lebih tegas dalam melakukan penanggulangan terhadap
produk yang melanggar hak cipta. Meskipun
marketplace Shopee telah menyediakan fitur pelaporan
dan menetapkan kebijakan penalti bagi penjual yang
melanggar, prinsip ini seharusnya mendorong
marketplace Shopee untuk lebih proaktif dalam
menindak pelanggaran sebelum adanya laporan.
Marketplace  Shopee  dapat  memperketat
pengawasan terhadap konten yang berpotensi melanggar
hak cipta atau menangguhkan penjualan produk yang
terindikasi melanggar tanpa menunggu aduan. Dengan
langkah-langkah preventif dan represif yang lebih tegas,
marketplace Shopee akan lebih memenuhi amanahnya

sebagai platform yang bertanggung jawab atas produk
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yang dijual.!®® Tanpa itu, amanah marketplace Shopee
dapat dipertanyakan karena tidak secara maksimal
melindungi hak cipta dan konsumen dari pelanggaran
yang terjadi di platformnya.

Prinsip keseimbangan menuntut marketplace
Shopee untuk menjaga keseimbangan hak yang dimiliki
oleh pemegang hak cipta, penjual, dan konsumen.'®®
Meskipun marketplace Shopee telah menyediakan
mekanisme untuk melaporkan pelanggaran hak cipta,
kenyataan bahwa banyak produk ilegal beredar tanpa
penindakan yang cepat mengganggu keseimbangan ini.
marketplace Shopee  perlu  menyeimbangkan
kepentingan  berbagai pihak dengan menindak
pelanggaran yang jelas meskipun belum ada laporan
resmi. Upaya represif, seperti menangguhkan atau
menghapus produk yang melanggar hak cipta sebelum
adanya laporan, akan memberikan perlindungan yang
lebih baik bagi konsumen dan pemegang hak cipta, serta
mencegah kerugian lebih lanjut.

Langkah tegas dari marketplace Shopee sangat
diperlukan untuk menciptakan suasana yang lebih adil
dan seimbang, di mana hak cipta dapat dilindungi secara

lebih efektif tanpa merugikan pemegang hak cipta yang

185]dris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah,
“Prinsip-Prinsip Dasar.” h. 113-24

1861dris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, dan Hazriyah,
“Prinsip-Prinsip Dasar.” h. 113-24
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dirugikan. Marketplace Shopee perlu memperkuat
upaya preventif dan represif agar pelanggaran hak cipta
dapat diminimalisir, sehingga semua pihak yang terlibat
(pemegang hak cipta, penjual, dan konsumen) dapat
merasakan perlindungan yang seimbang dan adil.
Kesimpulannya,  marketplace  Shopee  perlu
memperbaiki sistem pencegahan dan penanggulangan
pelanggaran hak cipta yang lebih tegas dan komprehensif
untuk meminimalkan risiko penjualan e-book bajakan.
Karena suatu kemudaratan itu perlu dicegah sebisa mungkin,
serta suatu kemudaratan tidak boleh dibiarkan hanya karena
telah terjadi sejak awal atau sudah berlangsung lama.*®”
Tanggung jawab moral dan hukum marketplace
Shopee sebagai penyedia platform perlu diperkuat, terutama
dalam hal memastikan pengelolaan platformnya dijalankan
dengan berprinsip pada prinsip-prinsip dasar muamalah.*%®
Marketplace Shopee juga perlu memastikan bahwa penjual
yang melanggar tidak dapat dengan mudah mengulang
pelanggaran mereka.
Berdasarkan hasil analisis ini, diketahui bahwa dari
perspektif hukum ekonomi syariah melalui kaidah fikih dan
prinsip-prinsip dasar muamalah, upaya perlindungan hukum

yang dilakukan oleh marketplace Shopee melalui

1-8.

¥"Musadad, Qawaid Fighiyyah Muamalah. h. 171.
1887 hafiirin, Malik, dan Hidayat, “Tinjauan Prinsip Muamalah.” h.
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kebijakannya, dinyatakan tidak cukup untuk mencegah dan
menanggulangi pelanggaran hak cipta terkait maraknya jual
beli e-book bajakan yang terjadi platformnya. Hal ini
menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan mendesak
untuk memperbaiki sistem teknologi pencegahan dan
penanggulangan yang ada. Dengan memperkuat upaya
perlindungan hukum tersebut, marketplace  Shopee
diharapkan dapat lebih mematuhi dan menerapkan prinsip-
prinsip hukum ekonomi syariah dalam melindungi hak cipta

di platform mereka.



BAB YV
PENUTUP
A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya
perlindungan hukum yang dilakukan marketplace Shopee
dalam mencegah pelanggaran hak cipta, khususnya terkait
jual beli e-book bajakan, serta mengkaji upaya tersebut dari
perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan hasil
penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Marketplace Dalam
Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Jual Beli
E-Book Bajakan di Platform Shopee), dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut:

. Marketplace Shopee, sebagai salah satu platform marketplace
besar, telah menerapkan kebijakan untuk menanggulangi
pelanggaran hak cipta yang sejalan dengan Peraturan
Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PMSE) dan pedoman melalui Surat Edaran Menteri terkait
kewajiban penyedia platform. Kebijakan tersebut mencakup
syarat dan ketentuan pengguna serta penyediaan sarana
pelaporan untuk mengadukan konten yang melanggar HAKI.
Meskipun memiliki kebijakan ini, langkah-langkah yang
diambil marketplace Shopee dinilai masih kurang efektif,
mengingat praktik jual beli e-book bajakan masih marak di
dalam platformnya. Penegakan hukum internal marketplace

Shopee masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya
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pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam
sistem pengawasan, penguatan teknologi deteksi, dan
kemitraan yang lebih erat dengan pemilik hak cipta. Upaya ini
diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan
aman bagi pemilik hak cipta serta mengurangi praktik
pelanggaran di marketplace Shopee.

. Perlindungan hak cipta dalam hukum Islam merupakan
bagian dari menjaga harta (hifzu al-mal), yang termasuk
dalam ad-darariyyat al-khamsah (lima kebutuhan pokok).
Perlindungan hak cipta dianggap sebagai tindakan untuk
mencapai kemaslahatan (maslahat), sedangkan pelanggaran
hak cipta dianggap sebagai bentuk kemudaratan (darirat)
yang harus dicegah. Apabila ditinjau dari sisi hukum ekonomi
syariah berdasarkan pendekatan preventif dan represif,
marketplace Shopee telah melakukan beberapa langkah yang
sejalan dengan upaya untuk mencegah pelanggaran hak cipta
melalui kebijakan pendaftaran dan pengawasan hak cipta
sebagai upaya preventif, serta sistem pelaporan dan penerapan
sanksi sebagai bagian dari pendekatan represif dalam
menangani pelanggaran yang terdeteksi di platformnya. Akan
tetapi, masih banyaknya toko yang menjual produk melanggar
hak kekayaan intelektual (HAKI), seperti e-book bajakan,
menunjukkan bahwa sistem pencegahan dan penanganan hak
cipta di marketplace Shopee belum sepenuhnya efektif. Oleh
karena itu, marketplace Shopee perlu memperbaiki sistem

pencegahan dan penanggulangan yang lebih tegas dan
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komprehensif untuk meminimalkan risiko penjualan e-book
bajakan, karena kemudaratan harus dicegah dan tidak boleh
dibiarkan berlarut-larut. Tanggung jawab moral dan hukum
marketplace Shopee sebagai penyedia platform perlu
diperkuat, dengan memastikan pengelolaan dilakukan
berdasarkan prinsip-prinsip dasar muamalah. Berdasarkan
hasil analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah melalui
kaidah figh dan prinsip-prinsip dasar muamalah, upaya
perlindungan hukum yang dilakukan marketplace Shopee
dalam mencegah pelanggaran hak cipta terkait jual beli e-
book bajakan dinyatakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini
menunjukkan bahwa masih dibutuhkan perbaikan pada sistem
yang ada, baik dalam aspek pencegahan maupun
penanggulangan, agar dapat berjalan lebih efektif dan
optimal. Dengan memperkuat upaya perlindungan hukum ini,
marketplace Shopee diharapkan dapat lebih mematuhi dan
menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam

melindungi hak cipta di platform mereka.

B. SARAN
1. Bagi marketplace Shopee dan Platform Marketplace Lainnya.

Marketplace Selain  itu, mempercepat respons terhadap
pengaduan dan menerapkan hukuman yang lebih berat juga
penting untuk memberikan efek jera kepada penjual yang
melanggar hak cipta. Penerapan teknologi ini dapat meningkatkan
efektivitas upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh
marketplace Shopee dan selaras dengan prinsip hukum ekonomi
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syariah, yang menekankan keadilan dan kepatuhan terhadap
hukum dalam transaksi bisnis.

Bagi platform marketplace lainnya, diharapkan dapat
mempelajari kekurangan dan kelebihan upaya perlindungan
hukum platform marketplace Shopee dalam mencegah
pelanggaran hak cipta yang terjadi di platformnya, sebagai acuan
untuk dapat meningkatkan upaya perlindungan hukum terhadap
hak cipta dan hak terkait pada masing-masing platform.

. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih tegas
dengan menekankan kewajiban pengelola platform marketplace
untuk memperketat sistem verifikasi konten terlarang guna
meningkatkan pencegahan terhadap konten yang melanggar
hukum, terutama pelanggaran hak cipta. Selain itu, pemerintah
juga perlu menetapkan kebijakan yang secara tegas mendorong
tindakan proaktif dari platform dalam menangani konten ilegal.
Peran dan tanggung jawab pengelola platform marketplace
terhadap konten yang melanggar hukum perlu diperjelas, disertai
dengan pengawasan yang aktif terhadap platform yang ada.
Selanjutnya, pemerintah harus menetapkan dan memberikan
sanksi yang jelas dan tegas terhadap platform yang terbukti
melanggar hukum. Terakhir mengingat salah satu penyebab dari
maraknya jual beli e-book bajakan pada platform marketplace
adalah kurangnya pengetahuan dan kepedulian pembeli terhadap
perlindungan hak cipta, maka pemerintah diharapkan dapat aktif
memaksimalkan pemberian edukasi dan pemahaman terkait
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pentingnya melindungi hak cipta karya intelektual kepada
masyarakat.

. Bagi Pemegang Hak Cipta E-book.

Bagi pemilik karya cipta disarankan untuk terus melakukan
pengawasan karya ciptanya pada platform-platform marketplace
yang ada, serta giat melaporkan pelanggaran apabila ditemukan.
Bagi seluruh pemegang hak cipta, tindakan proaktif pemegang
hak cipta dalam pengawasan dan pelaporan sangat diperlukan
mengingat ketentuan pengaduan pelanggaran hak cipta hanya
dapat dilakukan oleh pemegang hak. Kerja sama dengan
penyelenggara platform-platform marketplace sangat diperlukan
dalam melakukan pengawasan dan pencegahan penyebaran
massal produk bajakan karya cipta pada platform digital.

. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang bagi penelitian
lain yang dapat memperluas kajian terkait perlindungan hak cipta
dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian selanjutnya
dapat melakukan perbandingan terkait efektivitas upaya
pencegahan pelanggaran hak cipta di platform marketplace lain
untuk melihat sejauh mana pendekatan dan kebijakan yang
diterapkan berbeda dari platform marketplace Shopee. Selain itu,
penelitian dapat mengkaji dampak dari pelanggaran hak cipta
terhadap pemilik hak cipta dari sisi ekonomi, psikologis, dan
sosial, serta memahami sejauh mana kerugian yang dialami oleh
pemilik hak cipta berdampak pada kesejahteraan mereka.
Penelitian juga dapat berfokus pada kesadaran hukum masyarakat
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terhadap pelanggaran hak cipta, terutama dalam perspektif hukum
ekonomi syariah, guna memahami sejauh mana pemahaman
masyarakat dalam mematuhi prinsip hukum syariah dalam
transaksi digital. Lebih lanjut, saran penelitian dapat
mengembangkan model kerja sama yang ideal antara pemilik hak
dan marketplace untuk mengelola hak cipta berdasarkan prinsip
keadilan dan maslahat dalam hukum ekonomi syariah. Dengan
penelitian lanjutan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan
yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak cipta,
pencegahan pelanggaran, dan penerapan hukum ekonomi syariah

dalam ranah marketplace.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Swt., skripsi ini
dapat terselesaikan. Penulis menyadari adanya keterbatasan
dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu
penulis membutuhkan saran yang membangun untuk
perbaikan. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi
penulis, pembaca, dan masyarakat luas, serta menjadi
kontribusi yang berguna dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan praktik kehidupan sehari-hari.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Hasil Wawancara

Waktu dan tempat wawancara

Wawancara ini dibagi menjadi dua tempat secara online

melalui aplikasi WhatsApp dan aplikasi Shopee, dilakukan

secara terpisah pada waktu yang berbeda bagi setiap responden,

yakni:

Responden 1, wawancara dilakukan melalui aplikasi
WhatsApp pada tanggal 17 November 2024, pukul
14.35

Responden 2, wawancara dilakukan melalui aplikasi
WhatsApp pada tanggal 18 November 2024, pukul
15.20

Responden 3, wawancara dilakukan melalui aplikasi
WhatsApp pada tanggal 18 November 2024, pukul
16.33

Responden 4, wawancara dilakukan melalui aplikasi
WhatsApp pada tanggal 8 Desember 2024, pukul
10.11

Responden 5, wawancara dilakukan melalui aplikasi
Shopee pada tanggal 26 November 2024, pukul 13.06

Subjek Wawancara

Adapun yang menjadi subjek dalam wawancara ini adalah:

Pembeli e-book bajakan pada platform marketplace
Shopee

Customer Service platform marketplace Shopee
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Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara
Wawancara Dengan Pembeli E-Book Bajakan Pada
Platform Marketplace Shopee

Apakah Anda menyadari bahwa produk e-book yang Anda
beli melalui marketplace Shopee merupakan produk
bajakan?

Apakah Anda melakukan pemeriksaan terhadap keaslian
atau legalitas sumber e-book sebelum membelinya melalui
marketplace Shopee?

Jika Anda mengetahui bahwa produk tersebut adalah
bajakan, apa alasan utama yang mendorong Anda untuk
tetap memilih membelinya?

Bagaimana Anda menemukan produk e-book yang ingin
Anda beli di platform marketplace Shopee?

Berapa kali Anda pernah melakukan pembelian e-book
melalui marketplace Shopee, dan jenis e-book apa saja
yang pernah Anda beli?

Bagaimana Anda mengevaluasi deskripsi dan harga produk
e-book yang Anda beli? Apakah terdapat indikasi yang
menunjukkan bahwa produk tersebut asli atau bajakan?
Bisakah Anda menjelaskan bagaimana proses pembelian e-
book dilakukan melalui platform marketplace Shopee?
Apa jenis file e-book yang Anda terima dari penjual
(misalnya PDF, EPUB, atau format lainnya)?

Apakah e-book yang Anda terima dilengkapi dengan tanda
air (watermark), proteksi, atau bentuk perlindungan lain
yang menunjukkan bahwa file tersebut tidak boleh disalin,
dibagikan, atau dicetak?
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Setelah Anda menerima file e-book melalui e-mail, apakah
file tersebut dapat dengan mudah disalin, dibagikan, atau
dicetak?

Berdasarkan kondisi yang Anda alami, apakah Anda
berpendapat bahwa praktik jual beli e-book melalui
marketplace Shopee dapat dikategorikan sebagai bentuk
pelanggaran hak cipta?

Menurut pandangan Anda, apakah marketplace Shopee
memiliki peran atau tanggung jawab terkait dengan
pelanggaran hak cipta e-book yang terjadi di platformnya?
Tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh
marketplace Shopee untuk mengurangi penjualan e-book
bajakan di platform mereka, berdasarkan pandangan Anda?

Wawancara Dengan  Customer Service Platform
Marketplace Shopee

Bagaimana saya bisa mempelajari mengenai kebijakan
marketplace Shopee mengenai pelanggaran produk HAKI?
Bagaimana kebijakan marketplace Shopee mengenai poin
penalti?

Apa itu Shopee Brand IP Portal?

Apakah website Shopee Pusat Edukasi Penjual merupakan
website resmi yang berisi kebijakan marketplace Shopee?
Apakah website Shopee Pusat Edukasi Penjual tersebut dapat
diakses dengan bebas untuk mempelajari mengenai kebijakan

marketplace Shopee?
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Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

A. Dokumentasi

Wawancara Dengan Pembeli E-Book

Bajakan Pada Platform Marketplace Shopee

1. 'Wawancara dengan Responden 1 saudari Latifa pembeli e-

book di platform marketplace Shopee.

<« ; Latifa O .
sebelumnya melalui google form
terkait dengan penelitian saya,
untuk dapat menjawab beberapa
pertanyaan saya, yang berkaitan
dengan prakti

siang kaa, iya silahkan

Baik ka, langsung saja ya kita mulai
Sesi wawancaranya ‘,

Apakah kakak sadar bahwa produk
e-book yang kakak beli di Shopee
merupakan produk bajakan atau
tidak?

Saya tidak tahu dengan jelas
perbedaan antara e-book bajakan
dan yang asli, tetapi jika melihat
harga yang ditawarkan, saya rasa
e-book yang saya beli itu termasuk
produk bajakan

Apakah kakak memeriksa keaslian
atau sumber legalitas e-book
sebelum membelinya di Shopee?

Tidak, saya tidak memeriksanya
sebelum membeli, saya hanya fokus
pada harga dan kemudahan akses

it @

& (@) Latifa Ok %

Jika kakak mengetahui bahwa
produk tersebut adalah bajakan, apa
alasan utama yang membuat kakak
tetap memilih untuk membelinya?

Alasan utama saya adalah harga
yang lebih terjang dan proses
pembeliannya sangat cepat dan
praktis

Bagaimana cara kakak menemukan
produk e-book yang kakak ingin beli
di platform marketplace Shopee?

Cukup mudah kak menemukannya,
hanya perlu mengetik judul e-book
atau kata kunci "e-book” di kolom
pencarian, dari hasil pencariannya
biasanya menunjukkan banyak
pilihan dari berbagai penjual
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2. Wawancara dengan Responden 2 saudari Aisyah pembeli

e-book di platform marketplace Shopee.

Aisyah R O %

Berapa kali kakak sudah pernah
membeli e-book di Shopee? Dan
e-book jenis apa saja yang per
kakak beli?

Saya sudah pernah beli e-book
sekitar 2 kali, Jenis yang saya beli
biasanya novel misteri

Bagaimana kakak menilai deskripsi
dan harga produk e-book yang kakak
beli? Apakah ada indikasi yang

enunjukkan bahwa produk tersebut
asli atau bajakan?

Kalau menilai dari harga yang sangat
murah membuat saya agak curiga,
dari deskripsinya juga terlihat jelas
kalau bajakan

O

< Aisyah R

°

-
[ an mempertimbangkan kond
tersebut, apakah kakak setuju bahwa
praktik jual beli e-book di Shopee
dapat dikategorikan sebagai bentuk
pelanggaran hak cipta?

tuju kak, karena memang
tjel

Menurut kakak, apakah pihak Shopee
memiliki andil dan tanggung jawab
terkait pelanggaran hak cipta e-book
yang terjadi di platformnya?

Menurut saya sih punya kak, dari
pihak s
bertanggung jawa
awasi produk yang dijual
di platform mereka agar tidak
melanggar hak cipta

Tindakan apa yang seharusnya
dilakukan oleh Shopee untuk
mengurangi penjualan e-book
bajakan di platformnya, menurut
pandangan kakak?

Menurut s

meningkatk

untuk penjual kak,

juga memberikan edukasi tents
pentingnya menjual produk yang
legal

“ : Aisyah R

O %

Apakah kakak bisa menjelaskan
bagaimana proses pembelian e-book
pada platform Shopee?

Prosesnya sangat mudah, pertama
saya mencari e-book yang ingin saya
beli, setelah menemukannya, saya
klik beli dan memasukkan email
saya di catatan pembeli agar penjual
bisa mengirimkan e-book ke email
tersebut. Kemudian, saya memilih
metode pembayaran, dan setelah
pembayaran dikonfirmasi, saya
menunggu e-book dikirim ke email
saya, begitu e-book dikirim saya
tinggal download dan bisa langsung
membacanya

Apa jenis file e-book yang dikirimkan
oleh penjual (misalnya PDF, EPUB,
atau lainnya)?

Sejauh ini yang saya terima dalam
format PDF kak



136

3. Wawancara dengan Responden 3 saudari Aprilia pembeli

e-book di platform marketplace Shopee.

<~ 7& Aprilia N
@ p

O

Biasanya file yang saya terima adalah
dalam format PDF.

Apakah e-book yang diterima
memiliki watermark, proteksi, atau
perlindungan lain yang menunjukkan
bahwa file tersebut tidak boleh
disalin, dibagikan, atau dicetak?

Tidak, e-book yang saya terima
biasanya tidak memiliki watermark
atau proteksi apapun, sehingga saya
bisa dengan mudah membagikannya.

Setelah kakak menerima file e-book
melalui email, apakah file tersebut
dapat dengan mudah dibagikan,
diperbanyak, atau dicetak?

lya, setelah diunduh, file e-book
tersebut dapat dengan mudah
dibagikan atau dicetak, karena tidak
ada proteksi yang membatasi.

Aprilia N (]} | 95
Tindakan apa yang seharusnya
dilakukan oleh Shopee untuk
mengurangi penjualan e-book
bajakan di platformnya, menurut
pandangan kakak?

hopee sebaiknya meningkatkan
tem pengawasan dan verifikasi

untuk produk yang dijual. Misalnya,
mereka bisa meminta bukti legalitas
dari penjual e-book sebelum produk
mereka bisa dipasarkan di platform
Selain itu, mereka juga harus
memberikan eduk pada pembeli
mengenai bahaya membeli produk
bajakan

srtanyaan
cara dari say,
Sebagai bukti wawancara, apakah
kakak bisa meluangkan waktu

2lak o call

kak, untuk

bukti A

reenshot sebagai

Boleh kak silahkan

Panggilan video

O %

Dengan mempertimbangkan kondisi
tersebut, apakah kakak setuju bahwa
praktik jual beli e-book di Shopee
dapat dikategorikan sebagai bentuk
pelanggaran hak cipta?

Setuju, karena jika dilihat dari proses
dan kondisi e-book yang saya beli,
saya merasa ini bisa dianggap
sebagai pelanggaran hak cipta

Menurut kakak, apakah pihak Shopee
memiliki andil dan tanggung jawab
terkait pelanggaran hak cipta e-book
yang terjadi di platformnya?

lya, Shopee seharusnya memiliki
tanggung jawab untuk memastikan
bahwa produk yang dijual di
platformnya tidak melanggar hak
cipta. Mereka bisa lebih selektif
dalam menyortir produk yang
diizinkan.
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4. 'Wawancara dengan Responden 4 saudari Mutia pembeli e-

book di platform marketplace Shopee.

<% mutia O % ¢ €4 mutia Gl

Bagaimana kakak menilai deskripsi
dan harga produk e-book yang kakak
beli? Apakah ada indikasi yang
menunjukkan bahwa produk tersebut
asli atau bajakan?

pertanyaan saya, yang berkaitan
dengan prakti..

ya, silahkan
Dr harganya yg murah bgt kelihatan
Baik kak, langsung saja ya kak bajakan sih ka, deskripsinya cuma

ngejelasin cara belinya dan cukup
mdh dipahami

Apakah kakak sadar bahwa produk

e-book yang kakak beli di Shopee Apakah kakak bisa menjelaskan

mebarupakan produk bajakan atau bagaimana proses pembelian e-book

tidak? pada platform Shopee?

Prosesnya gampang bgt ka, pertama
sy cari dulu e-book yg mau dibeli,
kalau sdh ketemu yg mau dibeli
tinggal sy beli spt beli produk pd
Apakah kakak memeriksa keaslian umumnya, tp bedanya disini kita
atau sumber legalitas e-book perlu tulis email yg aktif di catatan
sebelum membelinya di Shopee? pembel, ini biar penjual bisa kirim
e-booknya ke email kita. Setelah itu,
tinggal pilih metode pembayaran,
biasanya pake shopeepay atau

bisa jg pake transfer bank, kalo udh

Sadar kak, karna dri harganya sj sdh
terlihat kalau bajakan

Sy ga terlalu merhatikan keasliannya

ka, yg penting sy bisa dpt e-book dibayar tinggal tunggu e-booknya

yang saya perlukan untuk tugas dikirim ke email, klo udh dikirim kita
sekolah tinggal download filenya di hp, udh
deh bisa dibaca kapan aja

mutia (] Ra

Setelah kakak menerima file e-book
melalui email, apakah file tersebut
dapat dengan mudah dibagikan,
diperbanyak, atau dicetak?

ly ka, filenya bisa dgn mudah
dibagikan atau dicetak karna pake
pdf

Dengan mempertimbangkan kondisi
tersebut, apakah kakak setuju bahwa
praktik jual beli e-book di Shopee
dapat dikategorikan sebagai bentuk
pelanggaran hak cipta?

Setuju ka, terlihat sekali

Menurut kakak, apakah pihak Shopee
memiliki andil dan tanggung jawab
terkait pelanggaran hak cipta e-book
yang terjadi di platformnya?

Ya, sy rasa shopee seharusnya
bertanggung jawab dalam
mengawasi produk yang dijual agar
tidak melanggar hak cipta




B. Dokumentasi Wawancara dengan Responden 5 Customer

Service Platform Marketplace Shopee

& z Hasta

2

-«

Hasta telah bergabung di chat untuk membantumu

Hi Kak wulanms037, selamat datang
di layanan Customer Service Shopee

Perkenalkan aku Hasta, ada yang
bisa aku bantu ka?

Halo apakah saya bisa mempelajari
mengenai kebijakan shopee
mengenai pelanggaran produk HAKI

aku bantu cek dulu ya ka, mohon
ditunggu

terimakasih sudah menunggu aku
ya ka, aku bantu infokan untuk
kebijakan mengenai pelanggaran
HAKI kaka dapat cek pada link
berikut ya ka https:/seller.shopee.co
.id/edu/article/18616

& @ Choki

Ada lagi yang bisa aku bantu Kak?

Bagaimana dengan kebijakan
tentang poin penalti

terkait poin penalti kaka dapat cek
di link berikut ya kaka https://seller
.shopee.co.id/edu/article/7070

Baik kak, terimakasih

& @ Choki

Untuk link yang kaka berikan itu
berisi kebijakan shopee, apakah
website tersebut merupakan website
resmi shopee kakak?

iya kaka website tersebut
merupakan website resmi dari
shopee ya kaka

Berarti untuk selanjutnya saya
bisa mempelajari sendiri kebijakan
shopee dari website tersebut ya kak

atau kaka dapat mengunjungi link
berikut ya kaka untuk panduan
berjualan di shopee https://seller
.shopee.co.id/edu/home

iya betul kakakku

Baik kakak terimakasih banyak atas
arahannya,

& @ Choki

Ada lagi yang bisa aku bantu Kak?

Maaf kak apa itu shopee brand ip
portal?

aku bantu infokan ya ka, shopee
brand ip portal adalah platform
yang bertujuan untuk melindungi
kepentingan pemilik merek/pelapor,
serta menjaga Shopee sebagai
tempat yang aman dan pasar yang
andal untuk semua Pengguna ya
kaka

informasi lebih lengkap mengenai
shopee brand ip portal kaka dapat
cek dilink berikut ya ka https:/seller
.shopee.co.id/edu/article/16651
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Lampiran 4. Laporan Hasil Observasi
Waktu dan tempat observasi
Observasi ini dilakukan secara online pada platform yang
menjual e-book, yakni:
e Platform resmi jual beli e-book, Google Playbook,
pada tanggal 08 September 2024, pukul 10.54
e  Platform marketplace Shopee yang bukan merupakan
platform jual beli e-book resmi, pada tanggal 08
September 2024, pukul 10.57
Objek Observasi
Adapun yang menjadi objek dalam observasi ini adalah:
e  E-book pada platform jual beli resmi Google Playbook
e FE-book pada Toko online penjual e-book bajakan di
platform marketplace Shopee
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Lampiran S. Dokumentasi Observasi

1. Pembelian E-book Bumi Karya Tereliye Pada Platform
Resmi Jual Beli E-book Google Playstore.

< Rincian Pembayaran

Bayar Ke

. Google Service

Bonus

Promo ShopeePay

Rincian Pesanan

N
ATDQf1SCCNpYT

o N
127381106359501843
Play Books

Met

1 buku

= Terkini ~

Status download ~
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2. Pembelian E-book Bumi Karya Tereliye Pada Salah Satu
Toko online Jual Beli E-book Tidak Resmi Pada Platform
Marketplace Shopee.

1410 @ © A =Ral@®D

<& Rincian Pesanan

Pesanan Selesai

Info Pengiriman
Jasa Kirim Toko: 1D2490302258805

LI Pesanan telah sampai

Alamat Pengiriman

© Wulan Mustika sari
Jalan Borobudur Timur X, RT.4/RW.9, Kembang

302 [ID] novel - Tere Liye - Bumi [vb...

»as Pengembalian

Rp4.750

Total Pesanan: Rp6.750

1239 @ SO=F &

= Telusuri dalam email Cﬁ%

Utama

order ebook

302 [ID] novel




142



DAFTAR RIWAYAT HIDUP
A. Identitas Diri

Nama Wulan Mustika Sari

Tempat, Tanggal Lahir Wonogiri, 16 Mei 2000

Jenis Kelamin Perempuan

Agama : Islam

Alamat :JL. Borobudur Timur X Rt.
04/Rw. 09, Kel. Kembangarum,
Kec. Semarang Barat

No. Telpon/Hp 088232477214

Email wulanmustika560@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. 2006-2012 SDN. Kembangarum 03 Semarang
b. 2013-2018 PM. Darussalam Gontor Putri 3
c. 2020-2024 UIN Walisongo Semarang
C. Pengalaman
1. Magang di Pengadilan Negeri Jepara ( 2023)
2. Magang di Pengadilan Agama Jepara (2023)
3. Kantor Urusan Agama Candisari, Semarang (2023)
4. Kantor KSPPS Rizky Prima Sejahtera, Semarang (2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 07 Agustus 2024

Wulan Mustika Sari
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